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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan oleh account 
representative, pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan kemauan membayar pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara. 
Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) dan beberapa observasi 
serta wawancara langsung dengan pihak terkait. Model analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling incidental. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh account representative, 
pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan kemauan membayar pajak secara bersama -
sama signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada 
tingkat signifikansi lima persen. Pengawasan oleh account representative, 
pemeriksaan pajak dan kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara tarif pajak berpengaruh negatif 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
Kata kunci: Pengawasan oleh account representative, pemeriksaan pajak, tarif 
pajak, kemauan membayar pajak, kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi 
This research aims to analyze the effect of supervision by account 
representative, tax inspection, tax rate, and Willingness to pay taxes of the 
individual taxpayer compliance in the KPP Pratama North Makassar. Data used 
in this research were obtained from questionnaires (primary) and a few 
observations and interview with parties related. Model analysis of the data used 
in this study is the multiple linear regression analysis. Sampling was done by the 
method of incidental sampling.  Results of research indicates that supervision by 
account representative, tax inspection, tax rate, and Willingness to pay taxes 
simultaneously affect on individual taxpayer compliance at five percent level of 
significant. Supervision by account representative, tax inspection, and willingness 
to pay taxes has a positive effect on individual taxpayer compliance. While tax 
rate has a negative effect on individual taxpayer compliance. 
Keyword: supervision by account representative, tax inspection, tax rate, 
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1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan 
negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta 
menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara 
berkelanjutan dan berkesinambungan serta merata di seluruh tanah air tentu saja 
memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan 
sendiri. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha 
semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negeri, 
salah satu diantaranya adalah dengan meningkatkan penerimaan pajaknya. 
Menurut Marihot (2004:3) : 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan oleh 
hampir seluruh negara di dunia ini. Di setiap negara yang memiliki pemerintah 
dan rakyat akan ada pajak di negara tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan 
hampir tidak ada negara di dunia yang tidak memberlakukan pajak 
 
Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang 
sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak 
bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang 
relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini 
berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak 
terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. 
Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah 
mengalami perubahan yang signifikan yaitu dari official assessment system 




Resmi (2009) menyatakan bahwa: 
Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh wajib pajak, sedangkan Self Assessment System yaitu suatu sistem 
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk 
menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  
 
Menurut Rahayu (2009:137) : 
Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang 
punggung sistem self assesment, di mana wajib pajak bertanggung jawab 
menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat 
waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.  
 
Self assessment system memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak 
melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat dari kelalaian, kesengajaan atau 
mungkin ketidaktahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Tingkat 
kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) 
merupakan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak. Terlebih, 
tahun 2015 Direktorat jenderal Pajak menanggung target penerimaan pajak 
sebesar Rp1.489,3 triliun, meningkat Rp109,3 triliun dibanding target penerimaan 
perpajakan dalam APBN 2015 sebesar Rp1.380 triliun. Namun demikian, tingkat 
kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT masih rendah. Dari 75 juta 
penduduk yang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru sekitar 
20 juta yang terdaftar memiliki NPWP. Dari jumlah tersebut, baru 10 juta saja 
yang melaporkan SPT. Hal ini berarti lebih dari setengah wajib pajak tidak 
melaporkan SPT tahunan pajaknya (Kemenkeu.go.id). Dari data tersebut dapat 
dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya masih sangat rendah.  
Batasan sebagai wajib pajak patuh diatur dalam Keputusan Menteri 
Keuangan No.544/KMK.04/2000, persyaratan sebagai wajib pajak patuh ada dua 
kriteria yaitu wajib pajak patuh terhadap kepatuhan formal dan wajib pajak patuh 
terhadap kepatuhan material. Ketentuan formal meliputi kepatuhan wajib pajak 
dalam hal pelaporan, sedangkan ketentuan material meliputi kepatuhan wajib 
pajak dalam hal pembayaran. Wajib pajak yang aktif melaporkan SPT berarti 
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telah memenuhi kepatuhan formal dan Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan 
material adalah Wajib pajak yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar 
sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
Menurut Devano dan Rahayu (2006:110) “Kepatuhan Formal adalah suatu 
keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan”. Misalnya ketentuan batas waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan 
tanggal 31 Maret. Wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan sebelum atau 
pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal. 
Di kota Makassar, khususnya untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Utara, realisasi penerimaan pajak dari tahun 2010 sampai 2013 
cenderung menurun dari penerimaan yang ditargetkan. Pada tabel 1.1 dibawah 
ini dapat dilihat tingkat pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Makassar 
Utara tahun 2010-2013.   
Tabel 1.1  
Tingkat Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Utara 
Tahun 2010-2013 






2010 631.924.772.305 720.091.216.394 113,95% 
2011 845.396.544.266 820.074.084.989 97% 
2012 639.118.529.456 564.337.230.937 88,30% 
2013 700.432.602.058 482.831.277.198 68,93% 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Utara 
Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase pencapaian terhadap target 
makin menurun dari tahun ke tahun, padahal beban yang ditargetkan makin 
meningkat. Hal tersebut terjadi bukan karena perekonomian Makassar menurun 
(setiap tahun perekonomian Makassar mengalami peningkatan), namun hal 
tersebut terjadi karena Kantor Pelayanan Pajak di Makassar mengalami 
perluasan sehingga menyebabkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Makassar Utara mengalami penurunan. Hal ini juga berhubungan 
dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya. 
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Untuk wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara, 
hingga tahun 2013 terdapat sebanyak 84.923 wajib pajak orang pribadi yang 
terdaftar, namun hanya 56.053 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT, 
hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 
Pratama hanya 66% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Berdasarkan data 
yang ada dapat dilihat bahwa ternyata tingkat kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi di KPP Pratama Makassar Utara ternyata cenderung menurun. Pada 
Tabel 1.2 berikut ini dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 
KPP Pratama Makassar Utara dari tahun 2010 – 2013. 
Tabel 1.2 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  





SPT Yang DIterima 
(lembar) 
Persentase 
2010 78.106 25.513 33% 
2011 79.476 25.663 32% 
2012 79.526 43.886 55% 
2013 84.923 56.053 66% 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Utara 
Berdasarkan Tabel 1.2 diatas maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2010 
hingga tahun 2011, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 
Makassar utara senantiasa menurun dari 33% menjadi 32% dan mengalami 
peningkatan pada tahun 2012 dari 32% naik menjadi 53%, serta mengalami 
peningkatan pada tahun 2013 menjadi 66% Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian 
guna mengetahui faktor-faktor apa yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.  
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka Direktorat 
Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi 
administrasi perpajakan memberikan banyak perubahan mendasar mulai dari 
restrukturisasi organisasi sampai dengan pengembangan sumber daya manusia 
serta penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Pada 
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tahun 2006 ditetapkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan 
modernisasi administrasi perpajakan yang diantaranya adalah kebijakan 
pembentukkan account representative yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 68/PMK.01/2008. “Account representative adalah aparat pajak 
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan secara 
langsung untuk sejumlah wajib pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya”.  
Di dalam mengontrol kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan pengawasan, 
dimana pengawasan itu diharapkan mengarahkan wajib pajak untuk memenuhi 
kewajiban pajaknya. Menurut Hutagaol (2007) “Dengan adanya fungsi 
pengawasan oleh petugas account representative maka kepatuhan wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkat sehingga 
penerimaan di sektor pajak pun akan meningkat”. 
Pemeriksaaan pajak merupakan salah satu faktor yang penting dalam 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi pengertian mengenai 
pemeriksaan. “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, dan mengolah data/atau keterangan lainnya untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan”.          
Menurut Suandy (2006) “pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan 
perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu 
dengan jalan penegakan hukum sehingga akan berdampak pada peningkatkan 
penerimaan pajak yang akan masuk dalam kas Negara”. Dengan demikian, 




Menurut Tjahjono (2005:21), “tarif pajak merupakan angka atau 
persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhutang”. Tarif 
pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan 
wajib pajak dalam membayarkan pajak. Tarif pajak penting dalam menentukan 
berapa besarnya pajak yang akan dipotongkan kepada wajib pajak.  
Menurut Devano dan Rahayu (2006:112-113) “tarif pajak juga akan 
mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak, dengan tarif pajak rendah 
otomatis pajak yang dibayarkan tidak banyak”. Penerapan tarif pajak yang 
rendah mendorong kepatuhan wajib pajak karena jumlah kewajiban pembayaran 
pajak tidak memberatkannya. Selain itu, wajib pajak beranggapan bahwa jumlah 
pajak yang dibayar sesuatu yang wajar karena Pemerintah telah menyediakan 
fasilitas umum yang dibutuhkan dalam menggerakkan perekonomian. 
Menurut Devano dan Rahayu (2006) “kemauan membayar pajak yang 
timbul pada wajib pajak juga sangat diperlukan, sampai sejauh mana wajib pajak 
akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Devano 
dan Rahayu (2006) berpendapat bahwa “membayar pajak adalah suatu 
pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian 
hartanya kepada negara dengan sukarela”. Kemauan membayar merupakan 
suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau 
menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Maka dari itu Wajib 
Pajak harus memliki rasa kemauan untuk rela membayar pajak sehingga hal ini 
dapat tercapai dengan baik. Bila kemauan membayar pajak tinggi maka 
kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. 
Alasan penulis meneliti tentang aspek formal dari setiap variabel adalah 
karena pada prinsipnya apabila ingin meneliti tentang aspek material harus 
mengacu kepada konten jumlah dan hal tersebut dapat diketahui melalui cara 
pemeriksaan. Karena keterbatasan waktu dan biaya, penulis lebih menyoroti 
tentang masalah aspek formal untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Makassar Utara)”.  
 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah:  
1. Apakah pengawasan oleh account representative berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara?  
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara?  
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara?  
4. Apakah kemauan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara?  
1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan oleh account representative 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama 
Makassar Utara.  
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara.  
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara.  
4. Untuk mengetahui pengaruh kemauan membayar pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.  
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1.4 Kegunaan Penelitian  
1. Kegunaan Teoritis  
 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat 
menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan 
masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang. 
2. Kegunaan praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau 
masukan bagi pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Makassar Utara dalam memahami Wajib Pajaknya guna meningkatkan 
penerimaan pajak secara menyeluruh. 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi 
syarat sesuai perundang-undangan (aspek formal),dimana wajib pajak orang 
pribadi tersebut terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. 
 
1.6 Sistematika Penulisan  
Untuk mempermudah pembahasan skripsi selanjutnya, maka peneliti 
menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut.  
BAB I  PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup 
penelitian dan sistematika penulisan.  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan 
dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas 
permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.  
BAB III  METODE PENELITIAN, Pada bab ini dijelaskan mengenai desain 
penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber 
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data, metode pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, dan 
metode analisis data.  
BAB IV  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan 
mengenai gambaran umum instansi penelitian dan analisis dari hasil 
pengujian hipotesis.  
BAB V  PENUTUP, Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan 
atas pembahasan masalah, saran-saran yang diberikan kepada 





2.1 Dasar-Dasar Perpajakan  
2.1.1 Pengertian Pajak  
Defenisi pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 adalah sebagai berikut:  
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 
Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) menyatakan:  
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum.  
 
Beaulie dalam Judisseno (2005:13) menyatakan bahwa “Pajak adalah 
kontribusi langsung maupun tidak langsung yang pelaksanaannya dapat 
dipaksakan oleh kekuasaan publik baik terhadap masyarakat maupun atas 
barang untuk pembiayaan belanja negara”. Feldmann dalam Judisseno 
(2005:13) menyatakan bahwa “Pajak adalah utang, prestasi kepada pemerintah 
yang dapat dipaksakan berdasarkan norma-norma umum, tanpa adanya 
kontraprestasi, dan yang digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah”.  
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur sebagai berikut:  
1. Iuran dari rakyat kepada negara  
2. Berdasarkan undang-undang  
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3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 
langsung dapat ditunjuk  
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  
2.1.2 Fungsi Pajak  
Pada dasarnya pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. 
Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1-2) yaitu:  
1) Fungsi budgetair  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya.  
2) Fungsi mengatur (regulerend)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak  
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan 
maka diperlukan syarat-syarat dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan 
pajak ada lima syarat yang harus diperhatikan (Mardiasmo, 2011:2) yaitu:  
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, 
serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.  
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun warganya.  
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3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)  
Pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat.  
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)  
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.  
5. Sistem pemungutan harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenihi kewajiban perpajakannya.   
2.1.4 Kedudukan Hukum Pajak  
Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:4) hukum pajak terbagi 
menjadi dua yaitu:  
1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan 
individu lainnya 
2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan 
rakyatnya. Hukum ini terdiri dari hukum tata Negara, hukum tata 
usaha, hukum pajak, hukum pidana.  
2.1.5 Pengelompokan Pajak  
Pembagian pajak menurut Mardiasmo (2011:5) dapat digolongkan 
menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya. Lebih rincinya 
adalah sebagai berikut:  
1. Menurut golongannya  
a) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. Contoh: pajak penghasilan (PPh)  
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b) Pajak tidak langsung adalah yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: pajak 
pertambahan nilai (PPN).  
2. Menurut sifatnya  
a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
Contoh: pajak penghasilan  
b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan sendiri wajib pajak. Contoh: PPN dan 
PPnBM.  
3. Menurut lembaga pemungutnya  
a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara  
b) Pajak daerah adalah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 
daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  
 
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak  
Sistem pemungutan pajak di Indonesia tidak hanya dipungut oleh 
pemerintah tapi bisa juga dipungut oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak 
dapat dibagi menjadi tiga (Mardiasmo, 2011: 7) yaitu:  
1. Official assessment system  
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 
pajak. Ciri-cirinya:  
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus  
2)  Wajib pajak bersifat pasif  
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3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus.  
2. Self assessment system  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:  
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
wajib pajak sendiri  
2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang  
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.  
3. With holding system  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: 
wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. 
2.1.7 Asas Pemungutan Pajak  
Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) yaitu:  
1) Asas domosili  
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib 
pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik pengahasilan yang 
berasal dari dalam maupun dari luar negeri.  
2) Asas sumber  
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 
diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.  
3) Asas kebangsaan  




2.1.8 Stelsel Pemungutan Pajak  
Menurut Mardiasmo (2011:6) pemungutan pajak dapat dilakukan 
berdasarkan tiga stelsel. Ketiga stelsel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:  
1. Stelsel nyata  
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.  
2. Stelsel anggapan  
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 
ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.  
3. Stelsel campuran  
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 
dengan keadaan yang sebenarnya. 
2.1.9 Teori Pendukung Pemungutan Pajak  
Menurut Mardiasmo (2011:3) beberapa teori yang menjelaskan atau 
memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.  
Teori-teori tersebut antara lain:  
1. Teori asumsi  
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 
rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang 
diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan 




2. Teori kepentingan  
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 
(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 
kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pula pajak yang 
harus dibayar.  
3. Teori daya pikul  
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak 
harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk 
mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:  
1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau 
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang  
2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan 
materiil yang harus dipenuhi.  
4. Teori bakti  
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat 
dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus 
selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu 
kewajiban.  
5. Teori asas daya beli  
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungut pajak. Maksudnya 
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga 
masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan 






2.1.10 Pembagian Hukum Pajak  
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut 
pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2011:5) hukum 
pajak terdiri dari dua, yaitu:  
1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan 
keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), 
siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang 
dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang 
pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.  
Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.  
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan 
hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak 
materiil). Hukum ini memuat antara lain:  
1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang 
pajak. 
2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para 
wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang 
menimbulkan utang pajak.  
3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ 
pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan 
keberatan dan banding. 
2.1.11 Hambatan Pemungutan Pajak  
Pemungutan pajak seringkali kurang efektif karena adanya hambatan-
hambatan yang ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hambatan terhadap 





1. Perlawanan pasif  
Masyarakat enggan ( pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan 
antara lain:  
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat  
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.  
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan 
baik  
2. Perlawanan aktif  
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 
langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari 
pajak. Bentuknya antara lain:  
a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 
melanggar undang-undang.  
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara 
melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).  
2.1.12 Utang Pajak 
2.1.12.1 Timbulnya Utang Pajak  
Pengertian utang pajak menurut pasal 1 angka 8 dalam UU Nomor 19 
tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa adalah sebagai 
berikut: “Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuksanksi 
administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat 
ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. Menurut Mardiasmo (2011:8) ada dua ajaran yang 





1) Ajaran formil  
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. Ajaran ini terapkan pada official assessment system.  
2) Ajaran materiil  
Utang pajak timbul karena berlakunya undang – undang. Seseorang 
dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini 
diterapkan pada self assessment system. 
2.1.12.2 Berakhirnya Utang Pajak  
Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal (Mardiasmo, 
2011:8) antara lain:  
1) Pembayaran  
2) Kompensasi  
3) Daluwarsa  
4) Pembebasan dan penghapusan  
 
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak  
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti 
tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat 
memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk 
dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Menurut Devano dan 
Rahayu (2006:110)  “kepatuhan adalah ketaatan wajib pajak dimana wajib pajak 
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”. 
Banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak karena merasa ragu 
apakah pembayaran pajaknya sampai ke kas negara. Pemahaman pemerintah 
terhadap partisipasi rakyat belumlah lengkap karena partisipasi rakyat yang 
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sesungguhnya adalah pelibatan rakyat dalam proses penentuan anggaran 
belanja negara sehingga rakyat mengerti fungsi dan manfaat pajak yang 
dibayarnya. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D. Nowak dalam Devano 
dan Rahayu (2006:110), bahwa “kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim 
kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam 
situasi dimana” : 
a. Wajib Pajak Paham atau berusaha untuk memahami semua 
ketentuan perundang-undangan perpajakan 
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 
c. Menghitung pajak yang terhitung dengan benar 
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.  
Devano dan Rahayu (2006:110) mengemukakan ada dua macam jenis 
kepatuhan pajak, yaitu.  
1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 
memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 
Perundang-Undangan Perpajakan. Misalnya memiliki NPWP bagi 
yang berpenghasilan dan tidak terlambat melaporkan SPT Masa 
maupun Tahunan sebelum batas waktu. Ketentuan batas waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan (SPT PPh) 
Tahunan tanggal 31 Maret. Wajib pajak telah melaporkan SPT 
Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak 
telah memenuhi ketentuan formal. 
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara 
substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material 
perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak, 
kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya 
wajib pajak yang telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan 
kondisi yang sebenarnya. 
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Menurut Safri Nurmantu (2005), terdapat dua macam kepatuhan yaitu 
kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan material adalah suatu 
keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif /hakekat memenuhi semua 
ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang 
perpajakan. Sedangkan yang dimaksud kepatuhan formal adalah suatu keadaan 
dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai 
dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kewajiban perpajakan 
formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
Devano dan Rahayu (2006:114) menyatakan bahwa “Wajib pajak patuh 
adalah wajib pajak yang sadar pajak,paham hak dan kewajiban perpajakannya, 
dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan 
benar dan paham akan hak perpajakannya”. Sebenarnya pemberian predikat 
wajib pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian bagi wajib pajak, 
sudah pasti akan memberikan motivasi positif bagi wajib pajak yang lain untuk 
menjadi wajib pajak patuh.  
Kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan 
formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi Sesuai Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia NOMOR 192/PMK.03/2007, Direktorat Jenderal 
Pajak yang telah mengeluarkan kriteria wajib pajak patuh. Kriteria Wajib Pajak 
Patuh tersebut antara lain sebagai berikut: 
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik 
Pajak Tahunan maupun Pajak Masa. 
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
pajak. Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang angsuran 
dan penundaan pembayaran pajak, tidak semua jenis pajak yang 
terutang dapat diangsur. Pajak yang dapat diangsur pembayarannya 
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adalah: pajak yang masih harus diabayar dalam Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak 
yang harus dibayar tambah. Tidak termasuk tunggakan pajak 
sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak 
berakhir. 
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana 
dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang 
mengakibatkan kerugian Negara. 
d. Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiscal yang dilakukan 
oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak 
lebih dari 10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto (PKP). 
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan wajib pajak yang memenuhi 
kriteria sebagai wajib pajak patuh setiap bulan januari. Bagi wajib pajak 
berwenang secara jabatan untuk menetapkan status wajib pajak patuh tanpa 
permohonan wajib pajak sepanjang wajib pajak orang pribadi tersebut memenuhi 
persyaratan di atas. Wajib pajak patuh berlaku untuk jangka waktu dua tahun. 
Adapun yang menyatakan suatu indikator kepatuhan wajib pajak adalah:  
1. Kewajiban kepemilikan NPWP. 
2. Mengisi formulir pajak dengan benar. 
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar. 
4. Membayar pajak tepat pada waktunya. 
 
2.2.2 Wajib Pajak Orang Pribadi  
Mardiasmo (2011:23) berpendapat bahwa “wajib pajak adalah orang 
pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut 
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pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan Perundang-Undangan perpajakan”. Ilyas dan Burton (2008:197) 
menyebutkan kewajiban wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan 
umum dan Tata cara perpajakan (KUP), yaitu:  
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP  
Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib 
pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib 
Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  
2. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)  
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa 
setiap Wajib Pajak Wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa 
Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata 
uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor 
pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.  
3. Membayar atau menyetor pajak  
Kewajiban Wajib pajak untuk membayar atau menyetor pajak yang 
terutang dilakukan di kas negara melalui kantor pos dan/atau Bank Badan 
Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat 
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sesuai 
ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang KUP.  
4. Membuat pembukuan atau pencatatan  
Bagi Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia diwajibkan 
membuat pembukuan, sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-
Undang KUP. Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang 
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diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan 
Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi 
yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.  
5. Menaati pemeriksaan pajak  
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) 
Undang-Undang KUP, tentunya Wajib Pajak menaati ketentuan 
pemeriksaan pajak.  
6. Melakukan pemotongan atau pemungutan pajak  
Kewajiban ini dilakukan Wajib pajak terhadap pihak lain dalam rangka 
melaksanakan perintah Undang-Undang PPh, seperti Pasal 21, Pasal 22, 
Pasal 23, Pasal 26, dan ketentuan Undang-Undang PPN. Pajak yang 
telah dipotong atau dipungut tersebut harus disetorkan ke Kas Negara 
melalui bank.  
7. Membuat Faktur Pajak  
Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak untuk 
setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, sesuai 
ketentuan Pasal 13 Undang-Undang PPN. Faktur Pajak yang dibuat 
merupakan bukti adanya pungutan pajak yang dilakukan oleh PKP. Faktur 
Pajak tersebut bisa berbentuk Faktur Pajak Standar yang isi dan 
bentuknya telah di tentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, dan Faktur 
Pajak Sederhana yang bentuknya dibuat sesuai kebutuhan Wajib Pajak 
namun tidak bertentangan dengan elemen yang diatur Undang-Undang. 
8. Melunasi Bea Materai  
Dalam Undang-Undang bea Materai Nomor 13 tahun 1985 disebutkan 
bahwa Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. 
Dokumen-dokumen yang wajib dilunasi Bea Materainya adalah dokumen 
yang berbentuk: Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat 
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dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai 
perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; akta-akta 
notaris termasuk salinannya; akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 
Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya; surat yang memuat jumlah 
uang lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang menyebutkan 
penerimaan uang; yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan 
uang dalam rekening bank; yang berisi pemberitahuan saldo rekening 
bank; yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau 
sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; surat berharga seperti 
wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari 
Rp1.000.000 (satu juta rupiah); efek dalam nama dan dalam bentuk 
apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000 (satu juta 
rupiah).  
Sedangkan hak Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan 
Umum dan Tata cara perpajakan (KUP), yaitu:  
1. Mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus  
Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem self-assessment yang 
mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.  
2. Membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)  
Apabila Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT terdapat kekeliruan 
dalam pengisiannya, misalnya karena ada data yang belum dilaporkan 
atau terdapat kesalahan dalam menghitung, Wajib Pajak masih diberikan 
Kesempatan untuk membetulkannya dengan syarat fiskus belum 





3. Memperpanjang waktu penyampaian SPT  
Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa 
batas waktu penyampaian SPT masa paling lama 20 (dua puluh) hari 
setelah akhir masa pajak dan untuk SPT tahunan paling lambat 3 (tiga) 
bulan setelah akhir tahun pajak.  
4. Memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak  
Apabila Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya mengalami 
kelebihan, maka atas kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) 
dengan suatu permohonan tertulis, sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-
Undang KUP.  
5. Mengajukan keberatan  
Apabila Wajib Pajak merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang 
diterbitkan atau pemotongan atau pemunguta pajak yang dilakukan pihak 
ketiga, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum keberatan dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau 
pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.  
6. Mengajukan banding  
Apabila Wajib Pajak sudah mendapatkan keputusan atas upaya 
keberatan yang diajukan ke kantor pajak dan merasa keputusan tersebut 
tidak memuaskannya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum 
banding ke Pengadilan Pajak sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-Undang 
KUP. 
7. Mengajukan pejabat yang membocorkan rahasia Wajib Pajak  
Dalam penjelasan Pasal 34 Undang-Undang KUP ditegaskan bahwa 
setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas 
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di bidang perpajakan untuk tidak mengungkapkan kerahasiaan Wajib 
Pajak yang menyangkut masalah perpajakan.  
8. Mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
pajak  
Dalam hal-hal tertentu, ada kalanya Wajib Pajak tidak dapat melunasi 
uang pajaknya secara sekaligus. Hak yang diberikan berdasarkan 
ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP ini dimaksudkan untuk 
membantu Wajib Pajak tetap dapat melaksanakan kewajibannya dengan 
baik dan tetap dapat menjalankan usahanya sesuai kondisi nyata Wajib 
Pajak yang bersangkutan.  
9. Meminta keterangan mengenai koreksi dalam penerbitan ketetapan pajak  
Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang KUP memberikan hak kepada Wajib 
Pajak agar Direktur Jendral Pajak memberikan keterangan secara tertulis 
hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak, 
pemotongan atau pemungutan pajak.  
10. Memberikan alasan tambahan  
Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa sebelum 
surat keputusan atas keberatan diterbitkan, maka Wajib Pajak dapat 
menyampaikan alasan tambahan atau penjelesan tertulis.  
11. Mengajukan gugatan  
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP menegaskan adanya hak Wajib 
Pajak untuk mengajukan gugatan atas pelaksaan Surat Paksa, Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; 
Keputusan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan 





12. Menunda penagihan pajak  
Hak untuk menunda penagihan pajak adalah berkaitan dengan proses 
banding yang sedang dilakukan Wajib Pajak. Pasal 43 ayat (2) Undang-
Undang Pengadilan Pajak (UU PP) menegaskan bahwa penggugat dapat 
mengajukan permohonan agar tindak lanjut penagihan pajak ditunda 
selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada 
putusan Pengadilan Pajak.  
13. Memperoleh imbalan bunga  
Hak Wajib Pajak untuk memperoleh imbalan bunga didasarkan pada 
Pasal 27A Undang-Undang KUP bahwa apabila pengajuan keberatan 
atau banding diterima sebagian atau seluruhnya.  
14. Mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung  
Hak ini timbul berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang PP yang 
hanya bisa dilakukan berdaarkan alasan-alasan tertentu yang disebutkan 
dalam Undang-Undang.  
15. Mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan  
Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, Wajib Pajak 
(khususnya Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap) dapat 
mengurangi penghasilannya dengan segala pengeluaran-pengeluaran 
yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. 
16. Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)  
Sesuai Pasal 7 Undang-Undang PPh, hak ini khusus diberikan kepada 
Wajib Pajak Orang Pribadi dengan memberikan pengurangan sebesar 
Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah ditentukan.  
17. Menggunakan norma perhitungan penghasilan neto  
Hak ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto 
usaha dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 dengan syarat 
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memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 
(tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang PPh. 
18. Memperoleh fasilitas perpajakan  
Dalam Pasal 31A Undang-undang PPh ditegaskan adanya fasilitas 
perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan 
penanaman modal pada bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu.  
19. Melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran  
Dalam Undang-Undang PPN ditegaskan bahwa apabila Wajib Pajak 
(pengusaha kena pajak) mempunyai Pajak Masukan (pajak yang dibayar 
kepada pihak lain) maka atas Pajak Masukan tersebut dapat di kreditkan 
terhadap Pajak Keluaran (Pajak yang dipungut dari pihak lain). 
2.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan 
Menurut Hobsor dalam Simanjuntak dan mukhlis (2012:89) “terdapat 
banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut 
dapat dikelompokkan menjadi faktor individu, politik, ekonomi, dan faktor sosial”. 
Sementara itu, Tomkins (2001:754) mengemukakan bahwa “faktor sosial 
memiliki tingkat tertinggi sebagai penentu dari tax payer non compliance”. 
Beberapa studi menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang berpengaruh 
terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. 
Jackson dan Miliron melalui tinjauan terhadap literatur kepatuhan 
mengidentifikasi adanya 14 faktor kunci yang digunakan peneliti dalam meneliti 
kepatuhan wajib pajak yang secara garis besar dikelompokkan dalam empat 
kelompok (Jackson dan Miliron 1986, dalam Fischer et al.1992) yaitu demografis 
(umur, gender dan pendidikan), non compliance opportunity (tingkat pendapatan, 
sumber pendapatan, dan pekerjaan), attitudinal and perceptions (keadilan dari 
sistem hukum ,dampak perbandingan, willingness) dan tax system/structural 
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(pengawasan dari aparat pajak, kompleksitas sistem pajak, pemeriksaan, sanksi 
dan tarif pajak).  
Trivedi et al. (2003) mencoba menggabungkan berbagai faktor personal 
yaitu alasan moral, orientasi nilai dan pilihan resiko dengan tiga faktor situasional 
pemeriksaan pajak, ketidak adilan, dan perilaku laporan wajib pajak di dalam 
analisisnya dimana faktor-faktor tersebut ternyata sangat berperan di dalam 
memotivasi kepatuhan Wajib Pajak.  
Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) “kepatuhan wajib pajak 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pemeriksaan pajak, tarif pajak dan 
kemauan membayar pajak”. Sedangkan menurut Hutagaol (2007) “pengawasan 
oleh account representative mempengaruhi kepatuhan wajib pajak”.  
Devano dan Rahayu (2006:112) menyatakan bahwa:  
Tindakan pemberian sanksi terhadap wajib pajak terjadi jika wajib pajak terdeteksi 
dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan 
oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi. Penurunan tarif 
juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan 
tarif yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Kepatuhan 
memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah 
teknis saja.  
 
Beberapa studi lain menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Murphy (2003) mengemukakan 
“studi yang berangkat dari fenomena bahwa selama ini memang faktor yang 
menyebabkan kepatuhan pembayar pajak lebih banyak dikaji dari aspek 
psikologi yaitu kemauan wajib pajak dalam membayar pajak”. Temuan ini 
menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemahaman lebih mendalam alasan apa 
yang menyebabkan wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Pemberian 
ancaman pemerikaan dan penerapan sanksi secara tidak tepat, justru 
berdampak negatif menurunkan kepatuhan wajib pajak. Pemilihan identifikasi 




Dalam studinya Murphy (2003) juga melihatnya dari aspek hukum. 
Beberapa studi yang meninjau aspek hukum yang berpengaruh terhadap 
kepatuhan menunjukkan bahwa pengaruh dari ancaman dan paksaan legal 
pemeriksaan misalnya kadang-kadang justru berdampak kontra produktif. Lebih 
jauh dikemukakan bahwa temuan ini mengindikasikan pentingnya kehati-hatian 
fiskus dalam merespon tindak pelanggaran aturan perpajakan, terlebih apabila 
dirasakan tidak didasari dasar hukum yang tidak jelas. Pengenaan sanksi yang 
tidak tepat justru berakibat negatif dimana wajib pajak justru akan lebih 
menunjukkan ketidakpatuhannya. 
Berdasarkan gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku wajib 
pajak terhadap kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti 
yang akan dijelaskan sebagai berikut. 
2.3.1 Pengawasan oleh Account Representative (X1) 
Faktor pertama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah 
pengawasan oleh account representative. Adapun pengertian dari account 
representative dari beberapa ahli sebagai berikut. 
Diana Sari (2013:20) menyatakan bahwa: 
Account Representative adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang 
diberikan wewenang khusus untuk memberikan pelayanan dan mengawasi wajib 
pajak secara langsung, dengan adanya Account Representative ini diharapkan 
dapat menciptakan hubungan yang dilandaskan kepercayaan antara Kantor 
Pelayanan Pajak dan wajib pajak.  
 
Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:22) “Account Representative 
adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bekerja pada Kantor Pelayanan 
Pajak yang diberikan kepercayaan dan kewenangan untuk memberikan 
pelayanan, pembinaan, pengawasan secara langsung kepada wajib pajak”. 
Selain bertugas memberikan pelayanan kepada wajib pajak, account 
representative juga bertugas untuk memberikan pengawasan yang intensif 
kepada wajib pajak. Pengawasan yang intensif diperlukan dalam menopang self 
32 
 
assessment system yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 1984. Self 
assessment system memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab 
kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak 
yang harus dibayar. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki 
kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi dalam melaksanakan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun faktanya kesadaran dan 
kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Oleh karena itu diperlukan suatu 
sistem pengawasan yang intensif kepada wajib pajak. 
Menurut Sarwoto (2010:94) “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang 
mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana 
yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki”.  Account Representative memiliki 
fungsi sebagai pengawas atas kewajiban pajak wajib pajak, pengawasan yang 
diberikan agar dapat mengawasi dan mengingatkan wajib pajak atas pajak yang 
dikenakan terhadapnya, diantara tugas seorang account representative dalam 
fungsinya sebagai pengawas adalah: 
a. Account Representative membuat perhitungan surat tagih kepada wajib 
pajak. 
b. Account Representative membuat surat pemberitahuan perubahan 
besarnya nilai pajak wajib pajak. 
c. Account Representative memberikan himbauan mengenai penyetoran 
SPT masa dan tahunan. 
d. Account Representative mengusulkan pemeriksaan dan penyidikan 
sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. 
Dari penjelasan diatas pengawasan merupakan bentuk pengamatan dan 
perhatian yang dilakukan oleh account representative kepada wajib pajak dalam 
hal peningkatan kepatuhan wajib pajak. Fungsi pengawasan ini dinilai penting 
karena dengan pengawasan wajib pajak akan dimonitoring dan diingatkan 
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tentang kewajiban pajaknya dengan cara membuat surat perhitungan pajak, 
melakukan himbauan, dan melaksanakan pemeriksaan. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 
726/KM.1/2014 Tentang Uraian Jabatan Pelaksana Instansi Vertikal Dan Unit 
Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Mengenai Uraian 
Tugas Dan Kegiatan Account Representative Pada Seksi Pengawasan: 
1. Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib pajak atas 
pemenuhan kewajiban perpajakannya. 
2. Mempelajari data pembayaran dan pelaporan melaui sistem aplikasi 
komputer. 
3. Menyusun usulan penerbitan Surat Teguran dan STP berdasarkan 
penelitian terhadap WP yang belum menyetorkan dan/atau 
melaporkan kewajiban perpajakannya. 
4. Menyampaikan Surat Teguran dan STP berdasarkan penelitian 
terhadap WP yang belum menyetorkan dan/atau melaporkan 
kewajiban perpajakannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi. 
Di dalam mengontrol kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan pengawasan, 
dimana pengawasan itu diharapkan mengarahkan wajib pajak untuk memenuhi 
kewajiban pajaknya. Menurut Hutagaol (2007) “Dengan adanya fungsi 
pengawasan oleh petugas account representative maka kepatuhan wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkat sehingga 
penerimaan di sektor pajak pun akan meningkat”.  
Pandiangan (2008) menyatakan bahwa: 
Pengawasan oleh account representative merupakan salah satu kunci yang 
ditekankan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
semakin tinggi fungsi pengawasan ditekankan, maka akan semakin tinggi pula 
kepatuhan wajib pajak. 
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OECD Centre for Tax Policy and Administration (2004:38) 
mengemukakan bahwa:  
Perilaku-perilaku kepatuhan wajib pajak adalah bervariasi. Seiap tingkat 
kepatuhan dapat direspon dengan strategi kepatuhan (compliance strategy) yang 
berbeda. Pilihan strategi kepatuhan yang dilaksanakan adalah produk dari 
kebijakan. Masyarakat wajib pajak dibagi menjadi lima tingkatan kepatuhan. 
Pada tingkatan paling baik atau ideal dimana wajib pajak sudah memiliki tingkat 
kesadaran yang sangat tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 
dengan baik (willing to do the right things), maka sebagai strategi kepatuhan 
terhadap mereka adalah upaya fiskus untuk terus-menerus memberikan 
kemudahan dalam pelayanan yang terbaik. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak 
memiliki tenaga AR (account representative) yang dapat berperan aktif sesuai 
perannya dalam membina wajib pajak, mengawasi, memberikan penyuluhan 
informasi yang diperlukan, sehingga wajib pajak merasa nyaman dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya”.  
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan 
pengawasan oleh account representative, hal itu dapat dilihat dari tujuan 
pengawasan oleh account representative untuk menguji kepatuhan wajib pajak. 
Dengan adanya pengawasan oleh account representative maka kepatuhan wajib 
pajak akan meningkat. Dengan tingkat kesadaran yang sangat baik wajib pajak 
akan terus secara konsisten menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi bila 
terdapat pengawasan yang baik dari aparat perpajakan. 
2.3.2 Pemeriksaan pajak (X2)  
Faktor kedua yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah 
pemeriksaan pajak. Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Mardiasmo 
(2011:52), adalah “serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 
mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.  
Menurut Suandy (2006:100) “pemeriksaan pajak untuk meningkatkan 
kepatuhan (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law 




Devano dan Rahayu (2006: 131-132) menyatakan bahwa:  
Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh untuk menghalangi wajib pajak untuk 
melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan tax evasion, baik wajib pajak 
yang sedang diperiksa itu sendiri maupun wajib pajak lainnya, sehingga 
kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik 
pada tahun-tahun mendatang. 
  
Frey (2003) menyatakan bahwa “pemeriksaan pajak merupakan suatu alat yang 
ampuh untuk memaksa wajib pajak taat dengan kewajiban perpajakannya”. Hal 
ini berarti dengan dilakukannya pemeriksaan pajak maka akan berdampak pada 
kepatuhan wajib pajak. Menurut Hardi (2003:37) “Pemeriksaan Pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik pemeriksaan 
pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak”. 
Menurut Devano dan Rahayu (2006:135) “secara empiris di Indonesia, 
pemeriksaan pajak, sistem pelaporan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi 
seperti monitoring pelaksanaan pembayaran dan pemotongan pajak oleh pihak 
ketiga dapat mempertinggi kepatuhan wajib pajak”. 
Kamdar (1997) seperti yang dikutip Junaidi Eko Widodo (2004:117-130), 
menyatakan bahwa “tindakan pemeriksa merupakan alat pencegah utama 
ketidakpatuhan wajib pajak dan semakin besar rasio pemeriksaan pajak dapat 
mendorong peningkatan penerimaan”. Pendapat ini didasarkan pada sebuah 
penelitian yang dilakukan oleh Kamdar untuk menganalisis kepatuhan Wajib 
Pajak badan di Amerika Serikat dengan menggunakan analisis time series. 
Penelitian ini mengambil data dari The Annual Report of the Commissioner of 
internal Revenue untuk tahun 1961 sampai dengan tahun 1997. 
Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo (2004:41-45), 
“pada hakikatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem 
pelayanan (tax services) dan sistem penegakan hukum (tax enforcement)”. 
Sistem penegakan hukum (tax enforcement) yang dimaksud adalah pemeriksaan 
pajak, penyidikan pajak dan penagihan pajak.  
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Pengertian pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1 ayat (25) Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai 
berikut:  
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 
Jadi kesimpulannya adalah pemeriksaan pajak sangat berkaitan dengan 
kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, 
sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, 
diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan 
motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat 
kepatuhannya. Dengan adanya hubungan antara pelaksanaan pemeriksaan 
pajak dengan kepatuhan wajib pajak maka dapat memberikan dampak yang 
mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. 
2.3.3 Tarif Pajak (X3) 
Faktor ketiga yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif 
pajak. Menurut Tjahjono (2005:21), “tarif pajak merupakan angka atau 
persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhutang”. Tujuan 
dari pembentukan tarif pajak adalah untuk mencapai keadilan. Pemungutan 
pajak tidak terlepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan 
keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat 
umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran. Tarif 
harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, 
sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proporsional atau sebanding. 
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Tarif pajak menurut Sri (2003:9) adalah “suatu angka tertentu yang 
digunakan sebagai dasar perhitungan pajak”. Sedangkan menurut Waluyo 
(2011:17) “tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang”. 
Berdasarkan defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak 
merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus 
dibayarkan seseorang yang mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan 
Undang-Undang yang berlaku. Mardiasmo (2011:9) mengemukakan empat 
macam tarif pajak. Keempat tarif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  
1. Tarif sebanding/proporsional yaitu tarif berupa persentase yang tetap, 
terdapat berapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak 
yang terutang proporsional trhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.  
2. Tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap 
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 
terutang tetap.  
3. Tarif progresif yaitu tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah 
yang dikenai pajak semakin besar.  
Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak 
orang pribadi dalam negeri. 
                                  Tabel 2.1. Tarif Pajak 
Lapisan penghasilan kena pajak Tarif pajak 
Sampai dengan Rp.50.000.000,00 5% 
Diatas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000 15% 
Diatas Rp.250.000.000 s.d 500.000.000  25% 
Diatas Rp. 500.000.000  30% 
 
4. Tarif degresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila 
jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
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Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya 
kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Tarif pajak penting dalam 
menentukan berapa besarnya pajak yang akan dipotongkan kepada wajib pajak. 
Devano dan Rahayu (2006:112) menyatakan bahwa:  
Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar 
pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak 
banyak. Semakin rendah tarif yang dikenakan kepada seorang wajib pajak, maka 
semakin tinggi kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak.  
 
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak memengaruhi 
tingkat kepatuhan wajib pajak. Penerapan tarif pajak yang rendah mendorong 
kepatuhan wajib pajak karena jumlah kewajiban pembayaran pajak tidak 
memberatkannya. Selain itu, wajib pajak beranggapan bahwa jumlah pajak yang 
dibayar sesuatu yang wajar karena Pemerintah telah menyediakan fasilitas 
umum yang dibutuhkan dalam menggerakkan perekonomian.  
Aim, Bahl, Murray (1990), besamya tarif pajak dan penghasilan dapat 
mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. AIm, Bahl, Murray (1990) melakukan 
penelitian atas data para wajib pajak di Jamaika, dan menyimpulkan bahwa 
“kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu tarif pajak dan 
penghasilan. Semakin rendah tarif pajak, semakin patuh wajib pajak, demikian 
pula semakin besar penghasilan seseorang, semakin patuh”. Menurut Booker 
(1945) “Orang dengan penghasilan yang tinggi perlu dikenai tarif pajak yang lebih 
tinggi pula”.  
Meskipun demikian, dapat terjadi para wajib pajak membagi 
penerimaannya agar tidak termasuk ke dalam persentase pengenaan pajak yang 
tinggi (Goolsbee, 2000), misalnya penghasilan tahun tersebut sebagian 
dilaporkan sebagai penghasilan tahun berikutnya. Aim (1990) juga menyimpulkan 
bahwa “semakin tinggi tarif pajak, orang cenderung mengecilkan penghasilan 
yang dilaporkan kepada otoritas pajak”. Berdasarkan data dan informasi 
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mengenai kepatuhan wajib pajak dan hasil evaluasinya, diperoleh hasil-hasil 
sebagai berikut: wajib pajak yang memiliki penghasilan (income) yang semakin 
besar cenderung lebih patuh, penerapan tarif yang lebih rendah mendorong 
kepatuhan wajib pajak ketimbang penerapan tarif pajak yang tinggi. 
Dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib 
pajak, hal itu dapat dilihat dari adanya hubungan antara tarif pajak dengan 
kepatuhan, dimana tinggi rendahnya tarif pajak memengaruhi kepatuhan wajib 
pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan rendahnya tarif pajak yang 
ditetapkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.  Tarif pajak yang adil 
akan menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk 
kesejahteraan masyarakat umum. 
2.3.4 Kemauan membayar pajak (X4) 
Faktor keempat yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah 
kemauan membayar pajak. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) 
mendefinisikan kemauan sebagai dorongan dari dalam yang sadar, berdasarkan 
pertimbangan pikir dan perasan, serta seluruh pribadi seseorang yang 
menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang 
berhubungan dengan kebutuhan hidupnya.  
Devano dan Rahayu (2006) menyatakan bahwa:  
Kemauan membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak dapat lepas dari 
kondisi perilaku wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu 
menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar 
pada kondisi membayar pajak yang merupakan suatu pengorbanan yang 
dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara 
dengan sukarela. Tentunya ini menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan 
atau kemauan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi 
kewajiban perpajakan.  
 
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kemauan 
membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang 
(yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai 
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pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 
secara langsung. 
James dan Torgler (2011) menjelaskan bahwa “manusia tidak selalu 
bersifat egois dan selalu mementingkan diri sendiri. Perilaku manusia juga 
dipengaruhi oleh aspek moral, norma-norma sosial, kewajaran atau faktor lain 
yang dapat disebut sebagai etika. Dengan melalui etika ini, maka perilaku 
manusia bisa diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak”. 
Dalam memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya 
mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak saja, 
namun diperlukan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Menurut 
Mardiasmo (2011) “tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan 
pajak sebagai pencerminan kewajiban perpajakan berada pada wajib pajak 
sendiri”. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan 
melaporkan sendiri pajak terhutangnya sesuai dengan ketentuan perpajakan 
yang berlaku sebagaimana penerapan dari sistem self assesment. 
Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya 
merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Namun, wajib pajak dalam 
kenyataanya masih banyak yang menunggak pembayaran pajak. Menurut Ancok 
(2004) “kasus penunggakan pajak dikarenakan memang tidak adanya kemauan 
untuk membayar pajak”. 
Kemauan membayar pajak termasuk dalam aspek moral, Devano dan 
Rahayu (2006:116) menyatakan bahwa: 
Moral masyarakat akan memengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus. Dengan 
integritas tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik, 
dimana voluntary compliance wajib pajak berada pada posisi yang baik. 
Kepatuhan wajib pajak akan lebih baik bila moral penduduk baik.  
 
Menurut Widodo (2010) “Dengan adanya kemauan membayar pajak, 
wajib pajak mengerti akan kesadaran membayar pajak, dan persepsi yang baik 
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atas efektifitas sistem perpajakan akan mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak 
terhadap perpajakan yang berlaku”. 
Dapat disimpulkan bahwa kemauan membayar pajak erat kaitannya 
dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kemauan dari wajib pajak untuk 
memenuhi kewajibannya, pertanda wajib pajak tersebut berusaha untuk patuh 
terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Semakin besar kemauan 
membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, yang akan 
membuat penerimaan negara bertambah. Upaya yang dibuat oleh Direktorat 
Jenderal Pajak tidak akan berjalan lancar sesuai dengan harapan jika tidak ada 
kemauan membayar pajak dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak 
dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam 
penarikan pajak.  
  
2.4 Penelitian Terdahulu 
Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak telah beberapa kali diteliti oleh 
peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun ringkasan penelitian terdahulu sebagai 
berikut: 



















































































































































































2.5 Kerangka Pemikiran Teoretis  
Peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu 
sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem self assessment system yang 
dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang memberikan 
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kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, 
masih banyak wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan surat 
pemberitahuan (SPT) pada kantor pelayanan pajak. Untuk menegakkan 
ketentuan undang-undang pajak yang ada maka dibutuhkan pengawasan oleh 
account representative, pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan kemauan membayar 
pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran dalam 
penelitian ini adalah tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
variabel bebas dan terikat. Variabel bebas yang digunakan yaitu pengawasan 
oleh account representative, pemeriksaan pajak, tarif pajak dan kemauan 
membayar pajak. Sedangkan variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi.  Adapun gambar kerangka pemikiran teoretis sebagai berikut. 
 
Gambar 2.1 





















Pajak Orang Pribadi 
(Y) 






2.6 Hipotesis Penelitian 
a. Pengaruh pengawasan oleh account representative terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
Menurut Hutagaol (2007) Dengan adanya fungsi pengawasan oleh 
petugas account representative maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya akan meningkat sehingga penerimaan di sektor pajak 
pun akan meningkat. Pengawasan merupakan bentuk pengamatan dan 
perhatian yang dilakukan oleh account representative kepada wajib pajak dalam 
hal peningkatan kepatuhan wajib pajak.  
Sandi (2010) dalam penelitiannya membuat kesimpulan bahwa pelayanan 
dan pengawasan oleh account representative berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Sandi (2010) mengemukakan bahwa pengawasan oleh 
account representative berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Account Representative memberikan pengawasan kepada wajib pajak 
terhadap kewajiban pajaknya. Seorang account representative harus memahami 
kondisi wajib pajak dan menemukan jalan keluar yang terbaik bagi wajib pajak 
sehingga memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi wajib pajak, hal ini akan 
berakibat pada kepatuhan seorang wajib pajak tersebut untuk membayarkan 
kewajibannya yaitu membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H1  :  Pengawasan oleh account representative berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
b. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi 
Menurut Gunadi (2005), Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk 
menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan 
melakukan tax evasion, baik wajib pajak yang sedang diperiksa itu sendiri 
45 
 
maupun wajib pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban 
perpajakannya lebih baik pada tahun mendatang. Menurut Devano dan Rahayu 
(2006) pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
Kusujarwati (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dengan 
pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. 
Hasil dari penelitian tersebut yaitu terjadi hubungan positif antara pemeriksaan 
pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin naik 
pemeriksaan pajak maka semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. 
Pemeriksaan Pajak bukan untuk mencari kesalahan Wajib Pajak, tetapi 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa pajak 
yang dilaporkan pada SPT tersebut sesuai dengan keadaan wajib pajak yang 
sebenarnya. Pemeriksaan sebenarnya merupakan bentuk pengawasan dari 
pemerintah guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal 
tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H2  : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi. 
c. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
Devano dan Rahayu (2006) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak 
juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif 
pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Semakin 
rendah tarif yang dikenakan kepada seorang wajib pajak, maka semakin tinggi 
kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak.  
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Menurut Pris (2010) dalam penelitiannya membuat kesimpulan bahwa 
dimensi keadilan pajak yaitu tarif pajak berpengaruh signifikan pada perilaku 
kepatuhan wajib pajak. Pris (2010) juga mengemukakan bahwa tarif pajak adalah 
penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar, tarif 
pajak proposional adil, tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak 
dan penggenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil. 
Dengan rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, maka kepatuhan wajib 
pajak akan meningkat. Semakin tinggi tarif pajak, maka kepatuhan wajib pajak 
akan menurun. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai 
berikut:  
H3  : Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi 
d. Pengaruh kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi 
Menurut Devano dan Rahayu (2006) Jika kemauan membayar pajak 
wajib pajak meningkat dalam arti responden mau membayar pajak, serta sadar 
akan manfaat dalam membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan 
mengalami peningkatan. Bila kemauan membayar pajak tinggi maka kepatuhan 
wajib pajak pun akan meningkat. 
Sudaryati (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 
penerapan self assessment system dan kemauan membayar pajak wajib pajak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. penelitian tersebut 
mengemukakan bahwa self assessment system dan kemauan membayar pajak 
memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Sikap moral dalam bentuk keinginan atau kemauan untuk membayar 
pajak sangat diperlukan dengan mengingat bahwa pajak merupakan suatu 
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kewajiban yang mutlak kepada warga negara. Apabila wajib pajak sudah memiliki 
kemauan atau kesadaran membayar pajak yang tinggi maka wajib pajak akan 
mau membayar pajak tepat waktu yang menyebabkan meningkatnya kepatuhan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H4  : Kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap 





3.1 Rancangan Penelitian  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel 
penelitian dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Untuk menguji 
dan memberikan gambaran bagaimana pengawasan oleh account 
representative, pemeriksaan pajak, tarif pajak dan kemauan membayar pajak 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Regresi linear berganda 
adalah regresi di mana variabel terikatnya (Y) dihubungkan /dijelaskan lebih dari 
satu variabel, mungkin dua, tiga, dan seterusnya variabel bebas (x1,x2,x3,.....xn) 
(Hasan, 2001:269). 
3.2 Tempat Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Utara Jl. Urip Sumohardjo km 4 Gedung Keuangan Negara 1 Makassar. 
Penelitian dilaksanakan mulai september 2015.  
3.3 Populasi dan Sampel  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak 
Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar utara sampai saat ini 
yaitu sebesar 75.601. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini di tentukan 
menggunakan rumus slovin, Husein (2011) yaitu: 
                                                     n:             N 
           n.d2 + 1 
keterangan :  
n = jumlah sampel  
N= jumlah populasi  
d = presesi  
1 = Angka konstan  
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n :         75.601 
              1+75.601 (0,1)2 
                           : 99,8 dibulatkan menjadi 100 
Berdasarkan hasil rumus diatas, sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini sebesar 100 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sampling incidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel 
berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental 
bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 
yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2011:85). 
3.4 Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
sekunder. Menurut Sarwono (2006:129) “data primer adalah data yang berasal 
dari sumber asli atau pertama”. Data primer berupa pertanyaan dalam bentuk 
kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Data sekunder adalah data 
yang sudah tersedia. Data sekunder berupa literatur, artikel, jurnal, himpunan 
peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan 
dengan perpajakan. Data sekunder diperlukan dalam penelitian ini sebagai 
pendukung penulisan. Sumber data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi 
yang telah dipublikasikan maupun dari lembaga seperti KPP. Data sekunder 
dalam penelitian ini berupa jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, dan wajib 
pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT periode 2010 – 2013 yang 
diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara. Peneliti memilih periode 2010 – 
2013 karena tingkat kepatuhan wajib pajak menurun dari tahun 2010 ke tahun 
2011 dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 dan 2013 sehingga perlu 




3.5 Teknik Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik 
pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:  
1. Kuesioner  
Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi 
daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawaban. Dalam 
penelitian ini pembagian kuesioner dilakukan dengan cara mengunjungi rumah 
wajib pajak satu per satu dari data wajib pajak yang diperoleh dari KPP Pratama 
Makassar Utara yang dapat dijangkau peneliti. Untuk mengukur pendapat 
responden digunakan skala Likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk 
pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Skala 
likert digunakan untuk mengukur sikap dalam suatu penelitian (Sarwono, 
2006:96). Perinciannya adalah sebagai berikut:  
Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  
Angka 2 = Tidak Setuju (TS)  
Angka 3 = Netral (N)  
Angka 4 = Setuju (S)  
Angka 5 = Sangat Setuju (SS)  
2. Tinjauan kepustakaan (library research) 
Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep 
yang sehubungan dengan masalah yang diteliti Penulis pada buku-buku, 
makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoretis yang memadai untuk 
melakukan pembahasan.  
3. Mengakses website dan situs-situs 
Metode ini digunakan untuk mencari website maupun situs-situs yang 
menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian dan teori 






3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  
Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi, maka variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pengawasan oleh account representative, pemeriksaan pajak, tarif pajak 
dan kemauan membayar pajak sebagai variabel bebas (independent) dan 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel terikat (dependen). Untuk 
lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:  
a. Pengawasan oleh account representative (X1)  
Pengawasan merupakan bentuk pengamatan dan perhatian yang 
dilakukan oleh account representative kepada wajib pajak dalam hal 
peningkatan kepatuhan wajib pajak. 
b. Pemeriksaan pajak (X2)  
Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain, 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.  
c. Tarif pajak (X3) 
Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk 
menghitung jumlah pajak atau jumlah pahak terhutang. 
d. Kemauan membayar pajak (X4) 
Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk 
membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh 
barang atau jasa.  
e. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) 
Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dalam 
Perundang-Undangan Perpajakan.  
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Skala pengukuran yang digunakan untuk keempat variabel dalam 
penelitian ini menggunakan skala Likert. Responden diminta mengisi pertanyaan 
dalam skala Likert dalam jumlah kategori tertentu, sebagai berikut.  
Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  
Angka 2 = Tidak Setuju (TS)  
Angka 3 = Netral (N)  
Angka 4 = Setuju (S)  
Angka 5 = Sangat Setuju (SS)  
 
Tabel 3.1  
Definisi operasional variabel 





Patuh 1  
 
 
Patuh 2  
 
Patuh 3  
 
Patuh 4  
 
1. Secara umum dapat dikatakan 
bahwa wajib pajak paham dan 
berusaha memahami UU Perpajakan  
2. Wajib pajak selalu mengisi formulir 
pajak dengan benar  
3. Wajib pajak selalu menghitung pajak 
dengan jumlah yang benar  
4. Wajib pajak selalu membayar pajak 
tepat pada waktunya.  





















1. Account Representative membuat 
nota perhitungan penerbitan surat 
tagih kepada Wajib Pajak 
2. Account Representative membuat 
surat pemberitahuan perubahan 
besarnya nilai pajak wajib pajak 
3. Account Representative memberikan 
himbauan mengenai penyetoran SPT 
masa dan SPT 
tahunan 
4. Account Representative memberikan 
motivasi kepada wajib pajak untuk 
selalu patuh terhadap kewajiban 
pajaknya 


















1. Dengan adanya pemeriksaan, dapat 
mendorong wajib pajak untuk 
menghitung dengan benar besar 
pajak yang harus dibayarkan. 
2. Pemeriksaan pajak dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib Pajak 
3. Dengan adanya pemeriksaan, dapat 
mendorong wajib pajak untuk 
menyampaikan SPT tepat waktu. 
4. Kecurangan pajak dapat di atasi 
dengan dilakukannya 
pemeriksaan. 




untuk SS  
 





1. Penerima penghasilan tinggi memiliki 
suatu kemampuan untuk membayar 
pajak penghasilan lebih besar, 
sehingga wajar apabila mereka 
membayar pajak penghasilan lebih 

















besar dari pada yang dikenakan 
kepada penerima penghasilan 
rendah. 
2. Wajar jika penerima penghasilan 
tinggi dikenakan pajak secara 
proposional dibandingkan penerima 
penghasilan rendah. 
3. Tarif pajak yang adil berarti harus 
sama untuk setiap wajib pajak. 
4. Tarif pajak yang dikenakan 
disesuaikan dengan tingkat 





(X4) (kemauan)  
 
Kemauan 1  
 
 







1. Wajib Pajak menyiapkan dokumen 
yang diperlukan untuk membayar 
pajak. 
2. Wajib Pajak mendaftarkan sendiri 
sebagai Wajib Pajak untuk 
mendapatkan NPWP. 
3. Wajib Pajak menyampaikan SPT 
atas kemauan dan keinginan sendiri. 
4. Wajib Pajak membayar pajak sesuai 
dengan peraturan perpajakan yang 
berlaku. 




untuk SS  
 
 
3.7 Instrumen Penelitian  
Untuk mengetahui kuesioner berkualitas dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan 
akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Penjelasan kedua uji 
tersebut sebagai berikut:  
3.7.1 Uji Validitas  
Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan 
diukur. Semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin 
mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya 
diukur. Jadi, validitas menunjuk kepada ketepatan dan kecermatan tes dalam 
menjalankan fungsi pengukurannya (Rochaety, Tresnati dan Latief, 2009:57) 
Menurut Sugiyono (2011:126) bila Corrected Item- Total Correlation (harga 
Korelasi) di bawah 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut 




3.7.2 Uji Reliabilitas  
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 
pengukur dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat ukur dipakai dua kali 
untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif 
konsisten, maka alat ukur tersebut reliabel. Pengujian ini dilakukan dengan 
menghitung koefisien cronbach’s alpha dari masing – masing instrumen dalam 
suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai 
cronbach’s alpha lebih dari 0,60 (Ghozali,2006).  
Jika cronbach’s alpha< 0,6 maka reabiliti dikatakan buruk  
Jika cronbach’s alpha 0,6 – 0,77 maka reabiliti dikatakan cukup  
Jika cronbach’s alpha> 0,8 maka reabiliti dikatakan baik   
 
3.8 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis  
Data-data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis dengan 
menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Sedangkan untuk 
menguji hipotesis digunakan uji t (parsial), uji F (simultan), dan uji determinasi. 
Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:  
3.8.1 Asumsi Klasik  
Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi 
memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik ini 
terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. 
3.8.1.1 Uji Normalitas  
Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu data 
terdistribusi secara normal atau tidak. Persamaan regersi dikatakan baik jika 
mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati 





3.8.1.2 Uji Heteroskedastisitas  
Heterokedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar 
nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala 
heterokedastisitas akan menimbulkan akibat varians koefisien regresi menjadi 
minimum dan confidence interval melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik 
tidak valid lagi.  
3.8.1.3 Uji Multikolinieritas  
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang 
tinggi antara variabel – variabel bebas dalam suatu model regresi linear 
berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, 
maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi 
terganggu.  
3.8.2 Uji Regresi Linear Berganda  
Regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (Y) 
dihubungkan /dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga, dan 
seterusnya variabel bebas (x1,x2,x3,.....xn) (Hasan, 2001:269). Teknik analisis 
regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi 
linear berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh 
masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara 
simultan. Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS.  
Rumus regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan:  
Y= a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e 
Dimana:  
Y  = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi  
a  = Konstanta  
b1 = Koefisien pengawasan oleh account representative 
b2  = Koefisien pemeriksaan pajak 
b3  = Koefisien tarif pajak  
b4  = koefisien kemauan membayar pajak  
X1  = pengawasan oleh account representative 
X2 = Pemeriksaan pajak 
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X3  = Tarif pajak 
X4 = Kemauan membayar pajak 
e    = Faktor penganggu  
 
3.8.3 Uji Hipotesis  
Hipotesis adalah pernyataan yang didefenisikan dengan baik mengenai 
karakteristik populasi. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji t (parsial), uji F(simultan), dan uji Determinasi.  
3.8.3.1 Uji Parsial (t-test)  
Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) 
secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). 
Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini adalah menentukan tingkat 
signifikansi. Tingkat signifikansi menggunakan alpa 5% (0,05). Signifikansi 5% 
artinya penelitian ini menentukan resiko kesalahan dalam mengambil keputusan 
untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% 
dan besar mengambil keputusan sedikitnya 95% ( tingkat kepercayaan).  
Jika probabilitas > 0.05 maka Ho diterima dan H1 ditolak  
Jika probabilitas < 0.05 maka Ho ditolak dan H1 diterima.  
3.8.3.2 Uji Simultan (F-test)  
Uji signifikansi simultan atau uji f bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
variabel- variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat.  
Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah Menentukan tingkat 
signifikan. 
Apabila nilai probabilitas signifikan > 0,05 maka H0 diterima dan H1 
ditolak 





3.8.3.3 Koefisien Determinasi (R2)  
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi 
dirumuskan :  
















4.1 Gambaran Umum Instansi  
4.1.1 Sejarah Singkat Instansi  
Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan 
atas dasar hukum. Pada mulanya KPP di seluruh Indonesia bernama kantor 
inspeksi pajak yang bertugas memungut pajak di sekitar Provinsi yang 
bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam 
bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor 
yang bertugas mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang diberi 
nama “Inspectie Van Financjen”. 
Sejak kemerdekaan nama tersebut masih dipakai beberapa tahun 
lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman 
kemerdekaan, maka pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan 
dan secara nasional menjadi Direktorat Jenderal Pajak sedangkan untuk Daerah 
Tingkat I dengan nama Kantor Inspeksi Pajak.  
Pada tahun 1958 nama inspeksi keuangan diganti menjadi inspeksi pajak, 
demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan perekonomian yang 
berkembang seperti daerah Sulawesi maka dirasa perlu untuk dipisahkan 
menjadi dua bagian yaitu:  
a. Kantor Inspeksi Makassar, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan 
Tenggara (SUSELBARTRA). 
b. Kantor Inspeksi Manado, meliputi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.  
Pada Tahun 1989 nama kantor inspeksi pajak diganti menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor: KEP/276/kmk01/1989 Tanggal 24 Maret 1989. Untuk 
mengawasi para Wajib Pajak yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
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Tenggara, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan 
Daerah Tingkat II. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah sebuah lembaga 
perwakilan milik Direktorat Jenderal Pajak di setiap daerah yang masing-masing 
bertugas sesuai fungsinya dalam melaksanakan fungsi administrasi perpajakan 
sesuai dengan wiayah kerjanya. Untuk wilayah Makassar sendiri terdapat 
beberapa Kantor Pelayanan Pajak dan untuk penelitian ini dilaksanakan di KPP 
Pratama Makassar Utara yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 GKN I Lt. 
1, Makassar, 90232.  
4.1.2 Struktur Organisasi 
Gambar 4.1 











4.1.3  Tugas dan Tanggungjawab Tiap Bagian 
KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, 
dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Pengasilan, Pajak Pertambahan 
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, 
Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Berikut dijelaskan pembagian tugas dan tanggungjawab 
dari tiap-tiap bagian yang ada dalam struktur organisasi Kntor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama : 
KANTOR PELAYANAN PAJAK 




























KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
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1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
a. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak 
berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi 
keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.  
b. Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial 
dalam rangka intensifikasi perpajakan.  
c. Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya strategis 
dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.  
d. Mengarahkan pembuatan risala perincian dasar pengenaan 
pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak 
berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak.  
e. Menjamin pengolahan data guna menyajikan informasi 
perpajakan.  
2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas 
melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah 
tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian 
intern, pemantauan pengelolaan resiko, pemtauan kepatuhan 
terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, serta 
penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data, pengmatan potensi 
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen 
perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, 
pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan 
teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, 




4. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasiann dokumen 
dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat 
Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan 
pendaftaran Wajib Pajak. 
5. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan 
penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan 
pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak serta 
penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 
6. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusukan 
rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan 
pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan 
Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta 
pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksaan pajak yang 
ditunjuk oleh kepala kantor. 
7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan 
pengamatan potensi perpajakan, pendaraan objek dan subjek pajak, 
pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam 
menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib pajak 
baru, serta penyuluhan perpajakan. 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan 
proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan 
ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada 
Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. 
9. Seksi pengawasan dan Konsultasi II dan Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi III masing-masing mempunyai tugas melakukan 
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 
penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, 
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rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi 
dan himbauan kepada Wajib Pajak. 
10. Kelompok Jabatan Fungsional  
a. Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lengkap 
dalam rangka penagihan dan pemeriksaan sederhana dalam 
rangka penagihan.  
b. Melakukan penilaian PBB yang meliputi pendataan PBB dan 
penilaian objek/subjek pajak serta melaksanakan ekstensifikasi 
WP orang pribadi/ badan. 
4.2 Deskripsi Data dan Responden  
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama 
Makassar Utara pada periode 2010-2013. KPP Pratama Makassar Utara 
membawahi enam kecamatan yang ada di Makassar yaitu Kecamatan 
Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung 
Tanah, Kecamatan Wajo, dan Kecamatan Bontoala. Data yang diperoleh dari 
KPP Pratama Makassar Utara yaitu data jumlah wajib pajak orang pribadi yang 
terdaftar dan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT periode 2010 - 
2013. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 kuesioner, sehingga jumlah 
observasi (n) dalam penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak orang 
pribadi. Sebelum membahas pembuktian dari hipotesis dalam penelitian, secara 
deskriptif akan dijelaskan mengenai kondisi masing-masing variabel yang 
digunakan dalam penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengawasan oleh account 
representative, pemeriksaan pajak, tarif pajak dan kemauan membayar pajak. 
Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan selama 3 minggu, 
mulai tanggal 7 September 2015 sampai dengan 25 September 2015. Terdapat 
100 kuesioner yang disebar oleh peneliti, jadi kuesioner yang dapat diolah yaitu 
sejumlah 100 kuesioner. Kuesioner terdiri dari 20 pertanyaan, terdapat 4 
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pertanyaan untuk variabel Pengawasan oleh account representative (X1), 4 
pertanyaan untuk variabel pemeriksaan pajak (X2), 4 pertanyaan untuk variabel 
tarif pajak (X3), 4 pertanyaan untuk kemauan membayar pajak (X4) dan 4 
pertanyaan untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Deskripsi 
responden dalam penelitian dapat dilihat dari demografi responden yang meliputi 
umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Berikut adalah tabel 
4.1 yang menunjukkan deskripsi responden wajib pajak orang pribadi KPP 
Pratama Makassar Utara. 
Tabel 4.1 
Deskripsi Karakteristik Responden Wajib Pajak Orang Pribadi   
Data Responden Keterangan Jumlah Persentase 
Umur  
Antara 20-30 thn 36 36% 
Antara 31-40 thn 29 29% 
Antara 41-50 thn 23 23% 
Diatas 50 thn 12 12% 
Jenis kelamin 
Laki – laki 57 57% 
Perempuan 43 43% 
Pendidikan terakhir 
SD 0 0 
SMP 0 0 
SMU 34 34% 
D3 16 16% 
S1 36 36% 
S2 11 11% 
S3 3 3% 
Pekerjaan 
Pegawai Negeri 16 16% 
Pegawai Swasta 43 43% 
Jasa Profesi 7 7% 
Wiraswasta 34 34% 
Sumber: data primer yang diolah (2015) 
 
Berdasarkan Tabel 4.1. maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 
responden berjenis kelamin laki-laki (57%), sisanya 43% berjenis kelamin 
perempuan. Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia antara 20 
hingga 30 tahun (36%). Sementara itu sebanyak 29% responden berusia antara 
31 hingga 40 tahun, 23% berusia antara 41-50 tahun , dan sisanya yaitu 12% 
berusia diatas 50 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui 
bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir S1 (36%), 
34% berpendididikan SMU, 16% berpendidikan D3, 11% berpendidikan S2, 3% 
berpendidikan S3. Dilihat dari pekerjaan, sebanyak 43% responden memiliki 
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pekerjaan sebagai pegawai swasta, 34% responden memiliki pekerjaan sebagai 
wiraswasta, 16% responden memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri, dan 
sebesar 7% responden memiliki pekerjaan jasa profesi.    
4.3 Uji Validitas  
Untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak adalah 
dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total 
item adalah jumlah keseluruhan item. Dari hasil uji validitas item yang dilakukan 
dengan program statistik SPSS 20 didapat hasil korelasi untuk masing-masing 
item dengan skor total didapat corrected item total correlation untuk variabel-
variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini yang ditampilkan pada tabel 4.2 
sebagai berikut. 
Tabel 4.2  
Hasil Uji Validitas 




oleh AR (X1) 
X1.1 0.739 Valid  
X1.2 0.470 Valid 
X1.3 0.666 Valid 
X1.4 0.683 Valid 
Pemeriksaan 
Pajak (X2) 
X2.1 0.530 Valid 
X2.2 0.649 Valid 
X2.3 0.666 Valid 
X2.4 0.639 Valid 
Tarif Pajak (X3) 
X3.1 0.510 Valid 
X3.2 0.489 Valid 
X3.3 0.334 Valid 




X4.1 0.663 Valid  
X4.2 0.518 Valid 
X4.3 0.551 Valid 
X4.4 0.458 Valid 
Kepatuhan 
Wajib Pajak (Y) 
Y1.1 0.711 Valid 
Y1.2 0.748 Valid 
Y1.3 0.797 Valid 
Y1.4 0.667 Valid 




Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji validitas di atas, disimpulkan bahwa 
seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, hal ini 
bisa dilihat dari nilai masing-masing item pertanyaan memiliki nilai Corrected 
Item- Total Correlation yang lebih besar dari 0,30.  Hal ini menunjukkan bahwa 
semua pertanyaan yang terkait dengan pengawasan oleh account representative 
(ar), pemeriksaan pajak, tarif pajak, kemauan membayar pajak, dan kepatuhan 
wajib pajak dapat digunakan dalam penelitan. 
4.4 Uji Reliabilitas  
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 
pengukur dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian ini dilakukan dengan 
menghitung koefisien cronbach’s alpha dari masing – masing instrumen dalam 
suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai 
cronbach’s alpha lebih dari 0,60 dikemukakan oleh Ghozali (Aryobimo, 2012). 
Penentuan reliabilitas suatu penelitian adalah:  
1. Jika cronbach’s alpha < 0,6 maka reabiliti dikatakan buruk  
2. Jika cronbach’s alpha 0,6 – 0,77 maka reabiliti dikatakan cukup baik 
3. Jika cronbach’s alpha > 0,8 maka reabiliti dikatakan baik  
Berikut adalah hasil uji reliabilitas atas variabel-variabel penelitian yang 
diolah dengan menggunakan SPSS Statistics 20. 
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas 
Sumber: Data primer yang diolah (2015) 
 
Berdasarkan hasil uji reabilitas yang dilakukan dengan menggunakan 
program SPSS 20, didapat bahwa hasil koefisien cronbach alpa untuk 
pengawasan oleh Account Representative (AR), pemeriksaan pajak dan 
kemauan membayar pajak, hasil koefisien cronbach alpa lebih besar dari 0,60 
yaitu antara 0,60-0,77. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat reabilitas cukup 
Variabel Cronbach's alpha Ket.
Pengawasan oleh AR 0,791 Reliabel
Pemeriksaan pajak 0,787 Reliabel
Tarif Pajak 0,813 Reliabel
Kemauan Membayar Pajak 0,761 Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak 0,815 Reliabel
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baik dan data dapat diterima. Sedangkan untuk variabel tarif pajak dan 
kepatuhan wajib pajak, hasil koefisien cronbach alpa lebih besar dari 0,80. Hal itu 
menunjukkan bahwa tingkat reabilitas data baik dan dapat diterima.  
4.5 Analisis Data  
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik 
dan analisis regresi berganda. Data yang digunakan untuk melakukan analisis 
statistik dalam penelitian ini adalah data wajib pajak orang pribadi dengan jumlah 
sampel sebanyak 100 orang. 
4.5.1 Uji Asumsi Klasik  
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar 
dapat menentukan model analisis yang paling tepat digunakan uji asumsi klasik 
ini terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. 
4.5.1.1 Uji Normalitas  
Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu data 
terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini 
menggunakan grafik histogram dan P-P Plot of Regresion standardized residual 
terhadap pengujian pada keseluruhan variabel pada penelitian ini. Sebagai dasar 
pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal maka 
nilai residual telah normal. 
Gambar 4.2 
Grafik Histogram 
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Dengan melihat tampilan grafik histogram, dapat disimpulkan bahwa 
grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal, karena berbentuk 
simetris tidak menceng kekiri maupun kekanan.  
Gambar 4.3  
Grafik Normal P-P Plot 
    
Berdasarkan tampilan grafik Normal P-plot di atas, dapat disimpulkan 
bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis 
diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik 
Normal P-plot, menunjukkan bahwa residual pada model regresi tersebut 
terdistribusi normal dan model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena 
memenuhi asumsi normalitas.  
4.5.1.2 Uji Heteroskedastisitas  
Heterokedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar 
nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala 
heterokedastisitas akan menimbulkan akibat varians koefisien regresi menjadi 
minimum dan confidence interval melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik 
tidak valid lagi. Berikut adalah hasil pengolahan data dalam pengujian 










T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.760 1.114  2.478 .015 
X1 .041 .054 .086 .757 .451 
X2 .063 .053 .149 1.192 .236 
X3 -.096 .057 -.183 -1.699 .093 
X4 -.112 .060 -.217 -1.868 .065 
Sumber: Data primer yang diolah (2015) 
Gambar 4.4  
Hasil Uji heterokedastisitas 
 
Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel 
independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara 
variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 
masalah heteroskedastisitas. Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa nilai 
signikansi variabel pengawasan oleh AR,pemeriksaan pajak, tarif pajak dan 
kemauan membayar pajak lebih besar dari 0,05. Selain itu Berdasarkan gambar 
4.2 di atas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata di 
atas dan di bawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat , serta tidak 
membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa uji regresi ini tidak 
terjadi masalah heteroskedastisitas. Dari kedua data ini, dapat disimpulkan 
bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada keempat variabel. 
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4.5.1.3 Uji Multikolinieritas  
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang 
tinggi antara variabel – variabel bebas dalam suatu model regresi linear 
berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, 
maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi 
terganggu. Metode yang dapat dilakukan untuk menguji adanya multikolinieritas 
ini dapat dilihat pada tolerance value atau Variance Inflation Factors (VIF). Batas 
tolerance value adalah 0,10 dan Variance Inflation Factors (VIF) adalah 10. Bila 
angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya multikolinieritas. 
Tabel 4.5  
















7.235 1.855  3.900 .000   
X1 .222 .089 .227 2.492 .014 .783 1.277 
X2 .226 .086 .262 2.636 .010 .660 1.515 
X3 -.120 .045 -.216 -2.649 .009 .980 1.020 
X4 .222 .099 .211 2.232 .028 .730 1.370 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber: Data primer yang dioleh (2015)  
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk 
keempat variabel lebih dari 0,1 dan nilai VIF berada di bawah 10. Melalui data ini, 
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau korelasi antar 
variabel independen.  
4.6 Analisis Regresi Linear Berganda  
Pada tabel berikut dapat dilihat hasil analisis regresi linear berganda yang 
dilakukan melalui program SPSS 20 untuk setiap variabel yang telah meliputi 
koefisien regresi, korelasi, determinasi, serta signifikansi parsial dan simultan 
yang digunakan untuk pengujian hipotesis. 
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Tabel 4.6  






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.235 1.855  3.900 .000 
X1 .222 .089 .227 2.492 .014 
X2 .226 .086 .262 2.636 .010 
X3 -.120 .045 -.216 -2.649 .009 
X4 .222 .099 .211 2.232 .028 
a. Dependent Variable: Y 
    Sumber: Data primer yang diolah (2015) 
Berdasarkan tabel 4.6 persamaan regresi linear berganda, yang dibaca 
adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris 
selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan tabel 4.6 
model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut. 
Y= a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e 
Y= 7,235 + 0,222 + 0,226 + (-0,120)+ 0,222 + e 
Persamaan regresi linear berganda diatas dan dapat dijelaskan secara 
rinci  
1. Konstanta sebesar 7,235 memiliki arti bahwa jika pengawasan oleh AR, 
pemeriksaan pajak, tarif pajak,dan Kemauan membayar pajak bernilai 0, 
maka kepatuhan wajib pajak sebesar 7,235.  
2. Koefisien regresi variabel pengawasan oleh AR sebesar 0,222 artinya jika 
pengawasan oleh AR mengalami kenaikan satu satuan, maka kepatuhan 
wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,222 dengan asumsi 
variabel independen lainnya bernilai tetap.  
3. Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,226 artinya jika 
pemeriksaan pajak mengalami kenaikan satu satuan, maka kepatuhan 
wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,226 dengan asumsi 
variabel independen lainnya bernilai tetap.  
4. Koefisien regresi tarif pajak sebesar -0,120 artinya jika tarif pajak 
mengalami peningkatan satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan 
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mengalami penurunan sebesar -0,120 dengan asumsi variabel 
independen lainnya bernilai tetap.  
5. Koefisien regresi variabel kemauan membayar pajak sebesar 0,222 
artinya jika kemauan membayar pajak mengalami kenaikan satu satuan, 
maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,222 
dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.  
4.7 Pengujian Hipotesis 
4.7.1. Uji Parsial (t-test) 
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 
individu terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini hipotesis 1 sampai dengan 
hipotesis 4 diuji dengan menggunakan uji t. Pada uji t dilakukan dengan cara 
berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5 % 
maka hipotesis yang diajukan diterima. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar 
dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak. Hasil uji t pada penelitian 
ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.7 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.235 1.855  3.900 .000 
X1 .222 .089 .227 2.492 .014 
X2 .226 .086 .262 2.636 .010 
X3 -.120 .045 -.216 -2.649 .009 
X4 .222 .099 .211 2.232 .028 
a. Dependent Variable: Y 
     Sumber: Data primer yang diolah (2015) 
 
Berdasarkan tabel 4.7 di atas, pengaruh dari masing-masing variabel 
pengawasan oleh AR (X1), pemeriksaan pajak (X2), tarif pajak (X3) dan 
kemauan membayar pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dilihat dari 
tingkat signifikan (probabilitas). Keempat variabel independen tersebut juga 
berpengaruh terhadap variabel dependen karena nilai signifikan lebih kecil dari 
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0,05. Dengan melihat tabel 4.7 di atas, maka analisis regresi linear berganda 
dapat disimpulkan sebagai berikut.  
Hipotesis 1 :  Pengaruh pengawasan oleh account representative terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
Berdasarkan tabel 4.7 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 
2,492 dengan signifikansi 0,014. Hal ini berarti pengawasan oleh account 
representative berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian 
menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 2,492, hal ini menunjukkan 
bahwa rasio pengawasan oleh AR memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “pengawasan oleh AR 
berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi”, dapat 
diterima.  
Hipotesis 2 :  Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi  
Berdasarkan tabel 4.7 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 
2,636 dengan signifikansi 0,010. Rasio Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara 
parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena nilai signifikansi 
lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi 
regresi sebesar 2,636, hal ini menunjukkan bahwa rasio Pemeriksaan Pajak 
memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi, 
hipotesis yang diajukan yaitu, “Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi”, dapat diterima. 
Hipotesis 3 :  Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi  
Berdasarkan tabel 4.7 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 
2,232 dengan signifikansi 0,009. Rasio tarif pajak berpengaruh secara parsial 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena nilai signifikansi lebih kecil 
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daripada 0,05. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi 
sebesar -2,649, hal ini menunjukkan bahwa rasio tarif pajak memiliki pengaruh 
negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi, hipotesis yang 
diajukan yaitu, “tarif pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi”, dapat diterima.  
Hipotesis 4 :  Pengaruh kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi  
Berdasarkan tabel 4.7 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 
2,232 dengan signifikansi 0,028. Rasio kemauan membayar pajak berpengaruh 
secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena nilai 
signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian menunjukkan koefisien 
transformasi regresi sebesar 2,232, hal ini menunjukkan bahwa rasio kemauan 
membayar pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “kemauan membayar pajak 
berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi”, dapat 
diterima.  
4.7.2. Uji Simultan (f-test)  
Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikat secara keseluruhan. Uji F dilakukan berdasarkan nilai 
probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada 
pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. 
Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima, artinya 
tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel 










Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 137.678 4 34.420 14.727 .000b 
Residual 222.032 95 2.337   
Total 359.710 99    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2 
Sumber: Data primer yang diolah (2015) 
Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F 
hitung sebesar 14,727 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut 
lebih kecil daripada 0,05, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 
independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, 
setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu pengawasan oleh 
AR, pemeriksaan pajak, tarif pajak dan kemauan membayar pajak secara 
bersama-sama akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 
KPP Pratama Makassar Utara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, “Pengawasan 
oleh account representative, pemeriksaan pajak, tarif pajak dan kemauan 
membayar pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi”. 
4.7.3. Uji Determinasi  
Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase 
besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap 
variabel independen. Berikut adalah hasil uji determinasi yang dilakukan dengan 
menggunakan SPSS 20. 
Tabel 4.9 Hasil Uji Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .619a .383 .357 1.52878 
a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2 
Sumber: Data primer yang diolah (2015) 
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Berdasarkan Tabel 4.9, diketahui bahwa koefisien Determinasi (R2) 
adalah sebesar 0,383 atau 38,3%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase 
besarnya pengaruh pengawasan oleh AR, pemeriksaan pajak, tarif pajak dan 
kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 
sebesar 38,3%. Dengan demikian, variabel independent, yang digunakan dalam 
penelitian ini memiliki peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. 
 
4.8 Pembahasan  
1. Pengaruh pengawasan oleh account representative terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi  
Berdasarkan hasil penelitian, rasio pengawasan oleh account 
representative berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan 
bahwa perubahan yang terjadi pada rasio pengawasan oleh AR akan 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil 
penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan oleh AR memiliki pengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengaruh positif yang 
ditunjukkan oleh pengawasan oleh AR mengindikasikan bahwa apabila 
pengawasan oleh AR mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.  
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengawasan account 
representative berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Account 
representative memberikan pengawasan kepada wajib pajak terhadap kewajiban 
pajaknya, pengawasan yang diberikan dapat mengawasi dan mengingatkan 
wajib pajak tentang pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak, seorang account 
representative harus memahami kondisi wajib pajak dan menemukan jalan keluar 
yang terbaik bagi wajib pajak sehingga memberikan kepuasan dan kenyamanan 
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bagi wajib pajak, hal ini akan berakibat pada kepatuhan seorang wajib pajak 
tersebut untuk membayarkan kewajibannya yaitu membayar pajak. Hasil 
penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sandi (2010) 
yang menyimpulkan bahwa pengawasan oleh account representative 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi 
Berdasarkan hasil penelitian, rasio pemeriksaan pajak berpengaruh 
secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena nilai 
signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan 
yang terjadi pada rasio pemeriksaan pajak akan berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
rasio pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh pemeriksaan pajak 
mengindikasikan bahwa apabila pemeriksaan pajak mengalami kenaikan maka 
angka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan pula, 
begitupun sebaliknya.  
Pemeriksaan menurut Undang – Undang Perpajakan adalah serangkaian 
kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan 
pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat 
(1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan 
“Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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perpajakan”. Sesuai dengan tujuan pemeriksan, adanya pemeriksaan pajak 
dapat menjaga Wajib Pajak berada pada koridor peraturan perpajakan yang 
berlaku dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Maka dengan adanya 
pemeriksaan pajak dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar 
pajaknya sehingga mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
membayar pajak. hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kusujarwati 
(2012) yang menyatakan berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan mengenai 
pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu disimpulkan pemeriksaan 
pajak berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara 
tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan semakin tinggi 
tarif pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Berdasarkan hasil uji t, rasio tarif pajak berpengaruh secara parsial terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini mengindikasikan bahwa perubahan 
yang terjadi pada rasio tarif pajak akan berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan koefisien 
transformasi regresi sebesar -2,649, hal ini menunjukkan bahwa rasio tarif pajak 
memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Pengaruh negatif yang ditunjukkan oleh tarif pajak mengindikasikan bahwa 
apabila tarif pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya. Tarif Pajak 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut 
Devano dan Rahayu (2006:112) penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi 
motivasi wajib pajak membayar pajak. Tarif pajak merupakan bagian dari 
penghasilan yang dilaporkan, yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib 
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pajak. Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan utility wajib pajak dan akan 
memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada 
administrasi pajak (Wahyu: 2008). 
Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak 
banyak. Semakin rendah tarif yang dikenakan kepada seorang wajib pajak, maka 
semakin tinggi kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. Hal 
tersebut sesuai dengan hasil penelitian, dimana tarif pajak berpengaruh negatif 
terhadap kepatuhan, yang artinya bila tarif pajak naik maka kepatuhan kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi menurun. Hasil penelitian ini konsisten dengan 
penelitian Pris (2010) yang menyatakan tarif pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak.  
4. Pengaruh kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi  
Berdasarkan hasil penelitian, kemauan membayar pajak berpengaruh 
secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena nilai 
signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan 
yang terjadi pada kemauan membayar pajak akan berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa kemauan membayar pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh kemauan 
membayar pajak mengindikasikan bahwa apabila kemauan membayar pajak 
mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan 
mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya.  
Hal ini dapat diartikan, jika kemauan membayar pajak wajib pajak 
meningkat dalam arti responden mau membayar pajak, serta sadar akan manfaat 
dalam membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. kemauan 
yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan 
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perasaan serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang 
terarah pada tercapainya tujuan tertentu berhubungan dengan dirinya. Oleh 
karena itu, kemauan membayar pajak merupakan suatu komponen penting 
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. hasil penelitian ini konsisten dengan 
penelitian yang dilakukan Sudaryati (2012) yang menyimpulkan bahwa 
penerapan self assessment system dan kemauan membayar pajak wajib pajak 

















5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu 
mengenai pengaruh pengawasan oleh Account Representative (AR), 
pemeriksaan pajak, tarif pajak dan kemauan membayar pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka dapat diberikan kesimpulan sebagai 
berikut.  
1. Pengawasan oleh account representative berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa makin 
tinggi pengawasan oleh account representative, maka kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi pun akan mengalami peningkatan.   
2. Pemeriksaan  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pemeriksaan 
pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan mengalami 
peningkatan. 
3. Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi tarif pajak, maka 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan mengalami penurunan. 
4. Kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kemauan 










Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Pengawasan yang dilakukan oleh account representative harus 
ditingkatkan lagi agar dapat menimbulkan kepuasan dari wajib pajak, 
sehingga dapat meningkatkan minat para wajib pajak untuk membayar 
pajaknya. 
2. Pihak fiskus harus melakukan pemeriksaan pajak secara rutin, karena 
pemeriksaan pajak merupakan alat yg ampuh untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak.  
3. Pihak fiskus menetapkan tarif yang tepat dan adil sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku sehingga tarif pajak tidak 
memberatkan wajib pajak. Karena dengan tarif pajak yang sesuai maka 
wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. 
4. Perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak agar masyarakat mau 
untuk membayar pajak. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio 
maupun surat kabar serta media lainnya.  
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
 Adapun kerterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Penelitian ini hanya terbatas dilakukan pada KPP Pratama Makassar 
Utara, sehingga penelitian ini hanya mencerminkan tingkat kepatuhan 
wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara saja. Diperlukan kehati-
hatian dalam memaknai hasil penelitian ini untuk menghindari 
generalisasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 
b. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam kuesioner yang digunakan. 
Instrumen pada kuesioner dalam penelitian memiliki tingkat keakuratan 
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Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa 
Program Strata Satu (S1) Universitas Hasanuddin, peneliti bermaksud 
melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Analisis 
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)”. Untuk 
itu, peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi 
responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Data yang 
diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, sehingga 
kerahasiaannya akan dijaga sesuai dengan etika penelitian. 
Atas kesediaan dan bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjawab 
kuesioner ini peneliti mengucapkan terima kasih. 
  Hormat Peneliti, 
 














A. IDENTITAS RESPONDEN  
1. Nomor responden :……………(diisi oleh peneliti)  
2. Umur :  
a. Antara 20-30 tahun  
b. Antara 31-40 tahun  
c. Antara 41-50 tahun  
d. Diatas 50 tahun  
3. Jenis kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)  
4. Pendidikan Terakhir:  
a. SD sederajat  e. S1  
b. SMP sederajat  f. S2  
c. SMU sederajat  g. S3  
d. D3 sederajat  
5. Pekerjaan :  a. Pegawai Negeri 
b. Pegawai Swasta 
c.Jasa Profesi: Dokter, Pengacara, dll 
d. Wiraswasta 
 
*) coret yang tidak perlu  
 
B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  
Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengawasan 
account representative, pemeriksaan pajak, tarif pajak dan kemauan membayar 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Mohon Bapak/Ibu Beri 
tanda checklist ( ) pada kotak jawaban yang dianggap tepat.  
 
DATA PENELITIAN:  
Keterangan:  
1. STS  = Sangat Tidak Setuju  
2. TS  = Tidak Setuju  
3. N  = Netral  
4. S  = Setuju  




Variabel X1 Pengawasan Account Representative 
NO PERTANYAAN 
PILIHAN JAWABAN 
STS TS N S SS 
1 
Account Representative membuat nota perhitungan 
penerbitan surat tagih kepada Wajib Pajak 
     
2 
Account Representative membuat surat 
pemberitahuan perubahan besarnya nilai pajak 
wajib pajak 
     
3 
Account Representative memberikan himbauan 
mengenai pelaporan dan penyetoran SPT masa 
dan SPT Tahunan 
     
4 
Account Representative memberikan motivasi 
kepada wajib pajak untuk selalu patuh terhadap 
kewajiban pajaknya 
     
 
Variabel X2 Pemeriksaan Pajak 
NO PERTANYAAN 
PILIHAN JAWABAN 
STS TS N S SS 
1 
Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong 
wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar 
pajak yang harus dibayarkan. 
     
2 
Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan 
wajib Pajak.  
     
3 
Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong 
wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu. 
     
4 
Kecurangan pajak dapat di atasi dengan 
dilakukannya 
pemeriksaan. 
     
 
Variabel X3 Tarif Pajak 
NO PERTANYAAN 
PILIHAN JAWABAN 
STS TS N S SS 
1 
Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu 
kemampuan untuk membayar pajak penghasilan 
lebih besar, sehingga wajar apabila mereka 
membayar pajak penghasilan lebih besar dari pada 
yang dikenakan kepada penerima penghasilan 
rendah.  
     
2 
Wajar jika penerima penghasilan tinggi dikenakan 
pajak secara proposional dibandingkan penerima 
penghasilan rendah. 
     
3 
Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk 
setiap wajib pajak. 
     
4 
Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan 
tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. 




Variabel X4 Kemauan Membayar Pajak 
NO PERTANYAAN 
PILIHAN JAWABAN 
STS TS N S SS 
1 
Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang 
diperlukan untuk membayar pajak. 
 
     
2 
Wajib Pajak mendaftarkan sendiri sebagai 
Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP. 
     
3 
Wajib Pajak menyampaikan SPT atas 
kemauan dan keinginan sendiri. 
     
4 
Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan 
peraturan perpajakan yang berlaku. 
     
 
Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
NO PERTANYAAN 
PILIHAN JAWABAN 
STS TS N S SS 
1 
Secara umum dapat dikatakan bahwa Wajib 
pajak paham dan berusaha memahami UU 
Perpajakan. 
     
2 
Wajib pajak selalu mengisi formulir pajak 
dengan benar. 
     
3 
Wajib pajak selalu menghitung pajak dengan 
jumlah yang benar. 
     
4 
Wajib pajak selalu membayar pajak tepat pada 
waktunya.  
     
 
Atas bantuan dan kerjasama bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.  




Raisa Ike Fitri 
A311 11 310  







REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN 
No Pengawasan AR (X1) Pemeriksaan pajak 
(X2) 
Tarif Pajak (X3) 
 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 
1 3 4 4 4 15 4 3 3 4 14 4 3 4 3 14 
2 5 5 5 5 20 4 4 4 5 17 5 5 5 4 19 
3 4 4 5 4 17 5 4 4 4 17 3 2 5 5 15 
4 5 1 5 5 16 5 2 2 5 14 2 2 2 2 8 
5 3 4 4 5 16 3 5 5 4 17 4 5 4 4 17 
6 4 4 5 5 18 5 4 4 5 18 5 4 2 4 15 
7 3 4 4 5 16 4 5 4 5 18 5 5 4 4 18 
8 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
9 2 2 4 4 12 3 3 4 4 14 5 5 2 5 17 
10 4 4 5 5 18 4 4 5 4 17 3 4 2 4 13 
11 4 4 5 5 18 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 
12 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 3 4 3 5 15 
13 3 4 4 4 15 2 4 3 4 13 4 4 2 4 14 
14 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 2 4 2 4 12 
15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 
16 4 4 4 4 16 4 4 3 5 16 4 4 5 5 18 
17 3 4 4 4 15 4 3 4 4 15 3 4 3 3 13 
18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
19 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 4 4 3 4 15 
20 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 
21 3 3 4 3 13 4 3 4 4 15 3 3 4 4 14 
22 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
23 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 
24 4 3 5 5 17 3 3 3 3 12 5 5 1 5 16 
25 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 3 2 2 3 10 
26 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 2 2 2 2 8 
27 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 2 2 2 2 8 
28 4 4 4 4 16 5 5 4 5 19 4 4 3 4 15 
29 4 5 4 4 17 4 4 3 5 16 2 5 2 3 12 
30 4 5 5 5 19 5 5 5 2 17 5 5 2 5 17 
31 3 4 4 4 15 3 4 3 3 13 4 5 2 4 15 
32 4 4 4 4 16 2 2 2 2 8 4 4 4 4 16 
33 4 3 4 3 14 5 2 2 3 12 5 2 2 5 14 
34 4 5 5 3 17 5 4 3 3 15 4 5 5 4 18 
35 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 5 5 2 5 17 
36 3 4 3 4 14 5 4 3 2 14 4 4 4 4 16 
37 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 3 3 4 4 14 
38 3 4 4 4 15 4 4 4 5 17 5 5 2 4 16 
39 4 5 4 4 17 3 4 4 3 14 2 4 4 4 14 
40 3 3 4 4 14 3 4 4 3 14 3 4 4 4 15 
41 4 4 4 5 17 3 4 5 4 16 5 5 4 4 18 
42 3 4 2 2 11 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
43 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 5 5 1 5 16 
44 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 4 4 3 4 15 
45 4 4 5 5 18 4 4 5 5 18 4 5 4 5 18 
46 5 5 4 5 19 4 5 5 5 19 5 4 5 5 19 
47 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 
48 3 4 4 4 15 5 4 4 4 17 3 4 2 5 14 
49 4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 
50 4 4 4 5 17 4 4 2 5 15 5 5 1 4 15 
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51 3 3 3 3 12 3 3 3 4 13 4 4 4 3 15 
52 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 1 4 13 
53 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 5 5 5 5 20 
54 4 3 3 4 14 4 4 5 5 18 4 4 5 5 18 
55 3 3 4 4 14 5 5 5 5 20 1 1 1 1 4 
56 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 2 2 2 2 8 
57 5 5 5 5 20 3 4 4 4 15 1 1 1 1 4 
58 4 4 4 4 16 5 4 3 4 16 3 4 5 5 17 
59 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 4 2 4 14 
60 5 5 5 5 20 5 4 4 5 18 4 4 4 4 16 
61 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 3 2 4 12 
62 5 4 5 5 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
63 4 4 5 3 16 4 3 4 3 14 5 4 4 4 17 
64 4 4 4 4 16 5 4 4 5 18 4 4 4 4 16 
65 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 5 4 5 4 18 
66 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 
67 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 3 3 3 4 13 
68 4 4 4 4 16 3 4 4 5 16 4 4 4 4 16 
69 4 4 4 4 16 5 5 4 5 19 4 4 5 4 17 
70 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 
71 4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 3 3 2 2 10 
72 4 4 5 4 17 4 3 4 3 14 4 4 4 4 16 
73 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 
74 5 4 4 4 17 4 4 5 4 17 4 4 3 4 15 
75 4 5 4 4 17 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 
76 3 3 3 3 12 3 4 3 4 14 4 4 3 4 15 
77 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
78 4 5 4 4 17 4 4 4 5 17 5 4 3 3 15 
79 3 4 3 4 14 4 3 3 2 12 5 5 5 5 20 
80 3 4 3 3 13 4 4 4 3 15 4 3 4 3 14 
81 5 4 4 5 18 5 5 5 4 19 1 1 1 1 4 
82 5 4 4 4 17 4 5 4 5 18 3 3 4 4 14 
83 5 5 4 5 19 5 4 4 4 17 4 4 3 4 15 
84 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 5 2 3 14 
85 4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 4 3 2 4 13 
86 4 5 4 4 17 5 5 4 4 18 4 3 3 4 14 
87 5 4 4 5 18 4 4 5 4 17 5 5 3 4 17 
88 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 5 4 2 4 15 
89 5 4 5 5 19 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 
90 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 2 2 2 2 8 
91 5 1 5 5 16 5 2 5 5 17 5 5 2 5 17 
92 3 4 4 5 16 3 5 5 4 17 1 1 1 1 4 
93 4 4 5 5 18 5 4 4 5 18 5 4 2 4 15 
94 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 4 4 3 4 15 
95 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 
96 3 3 4 3 13 4 3 4 4 15 3 3 4 4 14 
97 3 3 4 4 14 3 4 4 3 14 3 4 4 4 15 
98 4 4 4 5 17 3 4 5 4 16 5 5 4 4 18 
99 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 2 2 2 2 8 













 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 
Total 
1 4 3 3 4 14 4 4 4 4 16 
2 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 
3 4 4 2 5 15 4 4 4 4 16 
4 2 5 2 5 14 5 4 4 4 17 
5 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 
6 5 4 4 5 18 4 5 4 4 17 
7 4 5 4 5 18 4 4 4 4 16 
8 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
9 4 4 4 4 16 4 3 3 3 13 
10 4 4 4 4 16 3 3 4 3 13 
11 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 
12 5 3 4 4 16 3 3 3 3 12 
13 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 
14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
15 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 
16 4 5 3 5 17 4 4 4 4 16 
17 4 5 4 4 17 3 3 3 3 12 
18 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 
19 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 
20 3 3 4 3 13 3 3 3 3 12 
21 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 
22 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 
23 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 
24 3 3 3 3 12 4 4 3 3 14 
25 4 4 4 5 17 4 5 4 5 18 
26 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 
27 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 
28 3 4 5 4 16 3 4 4 3 14 
29 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 
30 4 5 2 5 16 4 4 4 4 16 
31 4 4 3 4 15 5 3 5 5 18 
32 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
33 4 4 3 4 15 3 4 2 4 13 
34 3 4 2 5 14 4 4 4 5 17 
35 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
36 3 4 4 5 16 4 4 4 5 17 
37 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 
38 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 
39 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
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40 2 4 2 4 12 4 3 4 4 15 
41 4 4 4 3 15 3 4 4 4 15 
42 5 5 5 5 20 5 5 5 3 18 
43 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
44 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 
45 4 5 5 5 19 4 5 4 5 18 
46 5 5 2 5 17 4 5 5 5 19 
47 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 
48 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 
49 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 
50 4 3 3 5 15 4 4 4 4 16 
51 3 4 4 3 14 3 4 3 3 13 
52 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
53 3 3 3 4 13 5 5 5 5 20 
54 4 3 4 3 14 4 4 4 4 16 
55 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 
56 4 4 4 4 16 5 4 5 5 19 
57 3 3 3 4 13 5 5 5 5 20 
58 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
59 4 3 4 4 15 5 5 4 4 18 
60 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
61 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 
62 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
63 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 
64 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 
65 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
66 3 4 4 4 15 4 4 4 5 17 
67 4 5 4 4 17 3 4 4 5 16 
68 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 
69 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 
70 3 3 3 4 13 4 4 4 4 16 
71 4 4 4 5 17 4 5 5 5 19 
72 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 
73 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 
74 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
75 5 4 5 4 18 4 4 5 4 17 
76 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 
77 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 
78 4 4 5 4 17 4 5 4 5 18 
79 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 
80 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
81 5 4 4 4 17 4 5 4 5 18 
82 5 4 5 4 18 4 4 4 4 16 
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83 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 
84 4 5 4 4 17 4 4 4 5 17 
85 5 4 4 4 17 4 5 4 5 18 
86 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 
87 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
88 4 5 4 4 17 4 5 5 4 18 
89 4 3 3 5 15 4 4 4 5 17 
90 5 4 4 4 17 4 5 4 5 18 
91 2 5 2 5 14 5 4 4 4 17 
92 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 
93 5 4 4 5 18 4 5 4 4 17 
94 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 
95 3 3 4 3 13 3 3 3 3 12 
96 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 
97 2 4 2 4 12 4 3 4 4 15 
98 4 4 4 3 15 3 4 4 4 15 
99 5 5 5 5 20 5 5 5 3 18 













Hasil Uji Reliabilitas Variabel Menggunakan SPSS.20 
 
Hasil uji reliabilitas x1 (pengawasan oleh account representative) 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 








Items N of Items 
.791 .847 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X1_1 3.9000 .67420 100 
X1_2 3.9500 .72995 100 
X1_3 4.1200 .60769 100 
X1_4 4.2100 .65590 100 
X1 16.1800 1.95081 100 
 
Hasil uji reliabilitas variabel X2 (pemeriksaan pajak) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 








Items N of Items 







 Mean Std. Deviation N 
X2_1 4.0500 .77035 100 
X2_2 3.9900 .73161 100 
X2_3 3.9900 .75872 100 
X2_4 4.1200 .79493 100 
X2 16.1500 2.20365 100 
 
Hasil uji reliabilitas variabel X3 (Tarif pajak) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 








Items N of Items 
.813 .898 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X3_1 3.7900 1.06643 100 
X3_2 3.8100 1.04151 100 
X3_3 3.1300 1.21983 100 
X3_4 3.8400 .96106 100 
X3 14.5700 3.41493 100 
 
Hasil uji reliabilitas variabel X4 (kemauan membayar pajak) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 










Items N of Items 
.761 .791 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X4_1 3.9100 .68306 100 
X4_2 4.0400 .56711 100 
X4_3 3.6900 .86100 100 
X4_4 4.1600 .56354 100 
X4 15.8000 1.80907 100 
 
 
Hasil uji reliabilitas variabel Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 








Items N of Items 
.815 .895 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Y1 4.0400 .60168 100 
Y2 4.1100 .58422 100 
Y3 4.0000 .58603 100 
Y4 4.0800 .61431 100 







Hasil Uji Validitas Variabel Menggunakan SPSS.20 
 
Hasil uji validitas variabel X1 (Pengawasan oleh account representative) 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1 
X1_1 1.000 .339 .523 .528 .813 
X1_2 .339 1.000 .173 .191 .609 
X1_3 .523 .173 1.000 .570 .748 
X1_4 .528 .191 .570 1.000 .767 
















Alpha if Item 
Deleted 
X1_1 28.4600 11.402 .739 . .733 
X1_2 28.4100 12.285 .470 . .784 
X1_3 28.2400 12.043 .666 . .755 
X1_4 28.1500 11.725 .683 . .746 
X1 16.1800 3.806 1.000 . .707 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
32.3600 15.223 3.90162 5 
 
Hasil uji validitas variabel X2 (pemeriksaan pajak) 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2 
X2_1 1.000 .270 .243 .353 .650 
X2_2 .270 1.000 .546 .349 .740 
X2_3 .243 .546 1.000 .404 .756 
X2_4 .353 .349 .404 1.000 .739 
X2 .650 .740 .756 .739 1.000 
Item-Total Statistics 
 












Alpha if Item 
Deleted 
X2_1 28.2500 15.604 .530 . .769 
X2_2 28.3100 15.186 .649 . .749 
X2_3 28.3100 14.943 .666 . .743 
X2_4 28.1800 14.876 .639 . .745 





Mean Variance Std. Deviation N of Items 
32.3000 19.424 4.40729 5 
 
Hasil uji validitas variable X3 (tarif pajak) 
Inter-Item Correlation Matrix 
 X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 X3 
X3_1 1.000 .755 .293 .716 .849 
X3_2 .755 1.000 .290 .716 .846 
X3_3 .293 .290 1.000 .406 .651 
X3_4 .716 .716 .406 1.000 .868 
















Alpha if Item 
Deleted 
X3_1 25.3500 35.422 .795 . .763 
X3_2 25.3300 35.698 .793 . .765 
X3_3 26.0100 37.283 .529 . .804 
X3_4 25.3000 36.172 .826 . .767 
X3 14.5700 11.662 1.000 . .804 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
29.1400 46.647 6.82985 5 
 
Hasil uji validitas X4 (kemauan membayar pajak) 
Inter-Item Correlation Matrix 
 X4_1 X4_2 X4_3 X4_4 X4 
X4_1 1.000 .244 .467 .274 .762 
X4_2 .244 1.000 .150 .485 .628 
X4_3 .467 .150 1.000 .020 .706 
X4_4 .274 .485 .020 1.000 .577 
















Alpha if Item 
Deleted 
X4_1 27.6900 9.792 .663 . .700 
X4_2 27.5600 10.835 .518 . .743 
X4_3 27.9100 9.436 .551 . .715 
X4_4 27.4400 11.057 .458 . .754 






Mean Variance Std. Deviation N of Items 
31.6000 13.091 3.61814 5 
 
Hasil uji validitas variabel Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi)  
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y 
Y1 1.000 .505 .630 .374 .785 
Y2 .505 1.000 .590 .510 .812 
Y3 .630 .590 1.000 .505 .850 
Y4 .374 .510 .505 1.000 .752 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 








Alpha if Item 
Deleted 
Y1 28.4200 11.297 .711 . .779 
Y2 28.3500 11.260 .748 . .775 
Y3 28.4600 11.079 .797 . .766 
Y4 28.3800 11.389 .667 . .785 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 
















Hasil Uji Analisis Data Menggunakan SPSS.20  
 















T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.760 1.114  2.478 .015 
X1 .041 .054 .086 .757 .451 
X2 .063 .053 .149 1.192 .236 
X3 -.096 .057 -.183 -1.699 .093 




Hasil uji multikolinieritas 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X4, X3, X1, X2b . Enter 
a. Dependent Variable: Y 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .619a .383 .357 1.52878 1.783 
a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2 








Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 137.678 4 34.420 14.727 .000b 
Residual 222.032 95 2.337   
Total 359.710 99    
a. Dependent Variable: Y 












B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Const
ant) 
7.235 1.855  3.900 .000   
X1 .222 .089 .227 2.492 .014 .783 1.277 
X2 .226 .086 .262 2.636 .010 .660 1.515 
X3 -.120 .045 -.216 -2.649 .009 .980 1.020 
X4 .222 .099 .211 2.232 .028 .730 1.370 












ant) X1 X2 X3 X4 
1 1 4.927 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .051 9.872 .00 .02 .02 .78 .01 
3 .010 22.605 .03 .62 .38 .01 .11 
4 .008 24.393 .10 .10 .55 .05 .46 
5 .005 31.641 .87 .26 .04 .15 .42 
a. Dependent Variable: Y 
 
 
Hasil regresi linear berganda 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X4, X3, X1, X2b . Enter 
a. Dependent Variable: Y 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .171a .029 -.012 1.02677 
a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2 
 
ANOVAa     
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.004 4 .751 .712 .585b 
Residual 100.154 95 1.054   
Total 103.158 99    
a. Dependent Variable: Y 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.767 1.246  2.221 .029 
X1 -.009 .060 -.016 -.143 .887 
X2 .020 .058 .044 .351 .726 
X3 -.028 .031 -.094 -.923 .358 
X4 -.092 .067 -.163 -1.380 .171 
a. Dependent Variable: Y 
 
 
 
 
